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“Education is the most powerful weapon 
to change the world”

Nelson Mandela





Dr. Isak JH Tukayo, M.Sc., dkk      v

SAMBUTAN
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV

Kurikulum di perguruan tinggi merupakan gambaran 
aktivitas rutin tertulis sebagai bentuk proyeksi dari hasil 
perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 
(IPTEKS) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal 
needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder 
needs). Di sektor kesehatan secara umum dan keperawatan 
khususnya, permasalahan yang sering timbul di kalangan 
akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan 
rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi bidang keperawatan 
yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis 
maupun antar perguruan tinggi.

Di tingkat pendidikan pascasarjana, ilmu keperawatan 
di Papua belum berkembang. Sementara industri di Papua 
memiliki potensi besar terkait pengkayaan kompetensi, 
peluang kerja serta peningkata kesejahteraan rakyat Papua. 
Oleh sebab itu pendirian program magister Keperawatan 
Okupasi (Occupational Health Nursing) di Papua diharapkan 
menjadi pioneer dalam mendorong sumber daya manusia 
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Papua. Terlebih Papua merupakan salah satu provinsi dengan 
otonomi khusus. 

Atas dasar beberapa pertimbangan di atas, apa yang 
telah diupayakan oleh Dr. Isak JH Tukayo M.SC., dkk dalam 
menerbitkan buku Kurikulum Program Magister Occupational 
Health Nursing (OHN) ini, tidak lain kecuali agar dapat 
digunakan sebagai pedoman praktis dalam menyelenggarakan 
program Master Occupational Health Nursing.

Mewakili LLDIKTI Wilayah XIV saya menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis buku 
panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan 
sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga ke 
depan semoga bisa disusun kurikulum program Master OHN 
yang sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan tinggi. 

Papua, 1 Januari 2022.
Suriel S. Mofu
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PENGANTAR PAKAR KURIKULUM
Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M.

Pakar Kurikulum-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Assalamu’ alaikum Wr.Wb.
Saya mengikuti proses penulisan buku 
Kurikulum ini sejak awal diskusi tentang 
konsepnya. Buku ini memang sengaja 
ditulis sebagai media berbagi ilmu bagi 
penulis sekaligus sebagai panduan yang 
mudah dan praktis bagi akademisi yang 
berminat menyelenggarakan Program 
Pendidikan Pascasarjana Kesehatan, 

khususnya Keperawatan Okupasi (Occupational Health 
Nursing/OHN). 

Dari sudut pandang konten sebuah buku kurikulum, ada 
lima hal yang menarik yang saya anggap sebagai upaya penulis 
untuk memenuhi persyarakatan dalam penyusunan sebuah 
kurikulum. Pertama, adanya unsur capaian pembelajaran 
program studi OHN; kedua, adanya bahan kajian berupa 
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materi kuliah yang dijabarkan pada setiap semester; ketiga, 
adanya proses pembelajaran yang jelas mulai dari semester 
satu hingga empat disertai waktu dan bobot Satuan Kredit 
Semester (SKS); keempat, adanya penilaian (evaluasi) yang 
bahkan dilengkapi teknik penilaian saat pandemic Covid-19; 
dan yang ke lima, fokus ke Program Studi Keperawatan 
Okupasi. 

Saya percaya implementasi buku kurikulum ini di 
lapangan akan banyak menghadapi tantangan dan hambatan. 
Semuanya memerlukan proses demi kesempurnaannya. Oleh 
sebab itu masukan dan saran saya terhadap buku Kurikulum 
ini ke depan adalah apabila sudah diimplementasikan, akan 
lebih baik jika disertakan hasil evaluasi dan tracer study serta 
penambahan detail mekanisme pelaksanaan program sebagai 
realisasi kurikulum ini. 

Secara pribadi, saya sampaikan ucapan selamat kepada 
Dr. Isak JH Tukayo, M.Sc. bersama tim yang telah berusaha 
maksimal dalam menyelesaikan buku kurikulum ini, tentu 
ini adalah sumbangan yang besar bagi profesi keperawatan 
khususnya dalam peningkatan pendidikan profesi, dan juga 
bagi bangsa dan negara. 

Terima kasih sudah melibatkan saya dalam proyek 
pendidikan yang mulia ini. 

Good luck! 
Wassalamu’ alaikum Wr.Wb.

Malang, 12 Desember 2021
Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M.
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KATA PENGANTAR PRAKTISI

Occupational health bukan domain baru 
dalam dunia kesehatan. Sejak tahun 1700-
an, Bernard Ramazzine telah menulis 
sebuah buku yang yang berjudul De 
Morbis Artificium Diatriba. Buku ini 
menjelaskan tentang berbagai jenis hazard 
dan penyakit terkait kerja. Penerbitan 
buku ini dianggap bagian dari tonggak 

awal berdirinya domain spesifik yang bernama Occupational 
Health dan Occupational Medicine. 

Saat ini bidang Occupational Health berkembang sangat 
pesat. Bukan hanya core content domainnya tetapi juga profesi 
yang terlibat didalamnya. Domain ini bukan hanya mencakup 
bidang kesehatan, tetapi juga para-health domain seperti 
ergonomi, statistik dan regulasi. Saat yang sama, bidang ini 
melibatkan banyak profesional yang ilmunya applicable. Ia 
menjadi sebuah multi-professional domain; interseksi dari 
banyak bidang, profesi dan keahlian. Sifatnya inklusif dan 
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kolaboratif. Dengan kondisi ini, domain ini akan lebih sangat 
berkembang dimasa-masa mendatang, termasuk pada era 4.0 
ini. 

Sayangnya, perkembangan domain yang pesat tidak 
diikuti oleh perkembangan pendidikan profesional dibidang 
ini. Pendidikan formal Occupational Health atau Medicine 
berjalan tertatih-tatih, terutama dinegara-negara berkembang. 
Hingga saat ini, tidak banyak institusi yang membuka program 
pendidikan Occupational Health atau Medicine, baik pada 
tingkat strata satu, strata dua, apalagi strata tiga. Di Indonesia, 
tidak banyak program Sarjana Kesehatan Kerja dan Magister 
Kesehatan Kerja. 

Di luar negeri cukup tersedia, namun biayanya cukup 
besar. Karena pra-kondisi ini, tidak banyak yang mengikuti 
pendidikan bidang ini, baik dokter, perawat, paramedis 
maupun profesi lainnya. Ini sebuah tantangan besar. Karena 
itu, pendirian program Magister Kesehatan Kerja Poltekkes 
Jayapura perlu mendapat acungan jempol, diappresiasi dan 
didukung. Karena mereka memfasilitasi pendidikan spesifik 
ditengah kurangnya program pendidikan dan akademis untuk 
hal ini. Ini terobosan terhadap sebuah hendaya besar. 

Pendidikan berkualitas bukan hanya terkait dengan 
eksistensi progran tetapi juga kurikulum yang digunakan. 
Meski baru berdiri, Politekkes selayaknya bertekad untuk 
membuat program dan luaran berkualitas dan hal ini dimulai 
dengan pembuatan kurikulum yang adekuat. Kurikulum yang 
dibuat sebaiknya tidak hanya bersifat konvensional tetapi juga 
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responsif terhadap kondisi dan keadaan. Perlu penggabungan 
seimbang antara didactic teaching dengan praktek lapangan 
teratur. Juga sebaiknya melakukan kolaborasi dengan program 
senada pada institusi lain. Evaluasinya tidak hanya bersifat 
konvensional tetapi lebih kepada 4.0 minded. Peserta didik 
harus mampu menggunakan perangkat teknologi dalam 
karya-karyanya dan mempublikasinya bukan hanya pada 
jalur-jalur tradisional tetapi juga lewat media sosial dan online 
sharing. Ini perlu karena platform ini akan mendominasi peta 
komunikasi manusia dan pendidikan dimasa mendatang. 

Akhirnya, selamat buat Poltekkes Jayapura. Semoga sukses 
dengan program barunya. 

Dr. dr. Iqbal Mochtar, MPH, MKKK, 
DiplCard, DoccMed, SpOK, FRSPH
Medical Officer, International Oil 
and Gas Industry in Qatar
Ketua Perhimpunan Dokter 
Indonesia Timur Tengah 
dan Anggota Ikatan Ilmuwan 
Indonesia Internasional
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KATA PENGANTAR PENULIS

Salam Sejahtera
Kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa, yang dengan rahmat-Nya semata kami bisa 
selesaikan penulisan buku Kurikulum ini. Tidak lupa kami 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
tekah banyak membantu selama proses penyusunan hingga 
penerbitannya. Semua ini kami lakukan demi peningkatan 
kualitas pendidikan, khususnya keperawatan di Indonesia. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), 
sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 
Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tinggi. Sebagai bagian dari amanah institusi, kurikulum 
perlu disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan 
IPTEKS yang dituangkan dalam capaian pembelajaran. 
Perguruan tinggi kesehatan secara umum dan keperawatan 
khususnya, sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik 
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bidang keperawatan perlu mengukur lulusannya melalui 
pendidikan yang bersumber pada kurikulum. Lulusan yang 
dihasilkan diharapkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan 
‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan 
dalam jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tertuang dalam 
kurikulum harus mengacu pada sebuah pedoman. Pedoman 
inilah yang menjadi prioritas utama sebelum penyusunan 
kurikulum pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. 
Sejauh ini jurusan pendidikan keperawatan di Indonesia saat 
ini masih, sedang dan butuh pengembangan, di antaranya 
adalah peminatan bidang industri (Occupational Health). 

Berkembangnya dunia industri di Indonesia belum 
diimbangi dengan tersedianya tenaga keperawatan lulusan 
program pasca sarjana bidang Occupational Health Nursing 
(OHN). Ini membuktikan bahwa pengembangan pendidikan 
perawat spesialis OHN masih membutuhkan perhatian. 
Jumlah perawat OHN di Indonesia tergolong langka. Saat 
ini Indonesia baru memenuhi 60% dari kebutuhan perawat 
menurut standard dunia. Bila mengikuti anjuran Universal 
Health Coverage (UHC), permintaan perawat akan meningkat 
seiring dengan upaya Pemerintah memenuhi target jumlah 
perawat sebagaimana yang direkomendasikan. Guna menjawab 
peluang dan tantangan pada saat yang sama, dibutuhkan 
peningkatan kualitas pendidikan di jenjang pasca sarjana. 
Tujuannya tidak lain adalah guna mendukung pengembangan 
program pendidikan perawat OHN di Indonesia, bukan 
hanya untuk mencerdaskan masyarakat, memperbaiki 
kualitas dan kuantitas layanan kesehatan industri, namun 
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juga meningkatkan kualitas profesi dan peluang kerja bagi 
professional keperawatan. 

Hadirnya buku Kurikulum Magister Occupational 
Health Nursing yang disusun oleh Tim Peneliti Poltekkes 
Kemenkes Jayapura ini bertujuan mengembangkan jurusan 
atau peminatan pendidikan spesialisasi keperawatan. Jurusan 
ini merupakan kebutuhan peminatan mendesak mengingat 
perkembangan industri di Indonesia yang pesat perlu 
didukung oleh professional kesehatan handal. Professional 
kesehatan handal adalah yang memiliki kompetensi 
spesialisasi yang pendidikannya setingkat pascasarjana. Buku 
Kurikulum ini diharapkan bisa dijadikan pemicu terwujudnya 
penyelenggaraan pendidikan Magister OHN di Indonesia. 
Semoga.

Jayapura, 1 November 2021
Isak JH Tukayo, dkk. 
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IDENTITAS PROGRAM

Nama Kampus	 : Poltekkes Kemenkes Jayapura
Jurusan		  : Ilmu Keperawatan
Program Sudi	 : Magister Occupational Health Nursing
Kompetensi Keahlian : Occupational Health Nursing
Semester		 : 1-4
Alokasi Waktu	 : 2 tahun 
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MENGAPA HARUS ADA PENDIDIKAN OHN?

Syarat utama perawat yang bekerja di industri selama 
ini hanya membutuhkan kepemilikan sertifikat Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) (Kemenaker, 1979). Kebijakan ini 
tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang 
Keperawatan. Kebijakan ini menimbulkan ketimpangan antara 
tuntutan kebutuhan kualitas pelayanan kesehatan di industri 
dengan tersedianya tenaga perawat professional yang ada. 

Sampai dengan 2017, terdapat 26.71 juta perusahaan (Tirto.
id. 27 April, 2017), di mana 3.9 juta di antaranya perusahaan 
baru (BPS, 2017). Berdasarkan data per 26 April 2020, 
menyatakan Pemerintah telah menerbitkan izin operasional 
dan mobilitas kegiatan industri kepada 14.533 perusahaan. 
Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari agroindustri, 
kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, permesinan, 
perkakas dan elektronika, industri kecil, menengah dan 
berbagai, serta kawasan industri dan jasa industri (CNBC, 
2020). 
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Sektor industri memiliki total tenaga kerja 4.330.215 orang 
(CNBC, 2020). Perusahaan perusahaan ini membutuhkan 
layanan kesehatan untuk kesejahteraan karyawannya. 
Meningkatnya pertumbuhan industri di berbagai sektor di 
Indonesia ini belum diimbangi dengan tersedianya tenaga 
perawat industri kompeten yang dihasilkan oleh lembaga 
pendidikan keperawatan (Tukayo IJH & Hardy, 2020). 
Kompeten mencakup core abilities that are required for 
fulfilling one’s role as a nurse (Fukada, 2018). Menurut 
WHO, peran perawat OHN di industri meliputi klinisi, 
manajer keperawatan, pembimbing, pendidik, peneliti dan 
koordinator (WHO Regional office for Europe, 2001). Guna 
memiliki peran tersebut, dibutuhkan pendidikan formal serta 
pengakuan hukum. Dua syarat tersebut dibutuhkan agar bisa 
disebut profesional (Nehrir et al., 2016). 

Belum tersedianya pendidikan spesialis OHN ini terjadi 
karena jumlah pendidikan keperawatan spesialis masih terbatas 
di Indonesia (Efendi et al., 2018). Di samping itu, jumlah 
perawat yang memiliki kompetensi industri di Indonesia relatif 
masih rendah (Tukayo & Hardy, 2020). Minimnya jumlah 
perawat industri ditandai oleh terbatasnya lembaga pelatihan 
OHN (BPPSDM, 2019) serta langkanya karya ilmiah tentang 
OHN (Tukayo IJH & Hardy, 2020). Padahal industri terus 
berkembang dan membutuhkan layanan kesehatan terkini 
termasuk perawat yang bekerja di sektor industri (BPS, 2020). 

Sejauh ini, mata kuliah OHN diintegrasikan dalam 
Community Health Nursing (Tukayo IJH & Hardy, 2020) 
dalam program pendidikan keperawatan. Ketiadaan lembaga 
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pendidikan OHN ini ke depan tidak hanya menghambat jalur 
karir profesi perawat, tetapi juga kurang maksimalnya kualitas 
dan kuantitas pelayanan OHN di dunia industri. 

Oleh sebab itu tersedianya program pendidikan OHN di 
tingkat magister diharapkan bisa menjembatani kebutuhan 
peningkatan pelayanan kesehatan di industri sekaligus me
ningkatkan kompetensi keperawatan di rana spesialisasi 
sebagaimana dimuat dalam regulasi Pemeritah yang berupa 
Peraturan Kementerian, Undang-Undang tentang Tenaga 
Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan. 

PERKEMBANGAN OCCUPATIONAL HEALTH NURSE

American Association of Occupational Health Nurses 
(AAOHN) menyebutkan bahwa OHN adalah professional 
keperawatan teregistrasi yang memberikan pelayanan 
kesehatan kepada tenaga kerja. Menurut Department of Labor 
(DOL) USA, didefinisikan sebagai orang yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada klien, pasien atau pekerja yang 
mengalami kecelakaan kerja atau yang sakit di tempat kerja. Di 
Indonesia, ada yang mendefinisikan OHN ini sebagai Perawat 
Hiperkes. 

Sementara, Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan 
Kerja) menurut penulis beda dengan OHN, terutama dari 
tinjauan etimologinya. Ilmu maupun praktik keperawatan 
di dunia industri berbeda dengan higiene perusahaan. Ilmu 
Keperawatan bagian dari ilmu kesehatan namun bukan Ilmu 
Kesehatan walaupun bagian dari rumpun Ilmu Kesehatan 
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sebagaimana disiplin ilmu kesehatan lainnya. Oleh karena 
itu, guna memahami OHN, perawat perlu mengenal riwayat 
perkembangan OHN. 

Sejarah OHN

Bernardino Ramazzini
(Sumber: K3 Science)

Jean Brim Cahall, RN, MSl, Assistant 
Professor of Nursing, University of 
Cincinnati, College of Nursing and 
Health. Cincinnati, Ohio, dalam artikel 
The History of Occupational Health 
Nursing (1981), menyebutkan di abad ke 
16, Angricola, seorang peneliti, dokter 
Jerman, menyadari adanya penyakit yang 
berhubungan dengan pekerjaan. Dia 

tinggal di lingkungan industri dan memberikan layanan 
kesehatan pada pegawai tambang. Kondisi kerja dan pekerjaan 
mereka begitu memprihatinkan. Dalam catatannya disebutkan 
ada seorang wanita dengan tujuh orang suami yang masing-
masing bekerja di pertambangan dan meninggal dunia dengan 
penyakit yang sama. 

Hasil observasinya diterbitkan pada tahun 1556 dan 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh seorang pemuda 
Amerika Serikat, yang kemudian menjadi Presiden USA, 
Herbert Hoover. Seorang dokter lainnya, bernama Bernardino 
Ramazzini, begitu tertarik di Occupational Medicine menulis 
sebuah buku pada abad ke 17, terkait hasil observasinya 
tentang sejumlah pekerjaan. Dia merekomendasikan untuk 
menanyakan pasiennya tentang pekerjaan mereka saat 
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mendiagnosa serta mencatatnya. Didapatkan banyak pekerja 
yang salah diagnosa. Pada akhirnya Bernardino Ramazzani 
yang dikenal sebagai Bapak Occupational Medicine memiliki 
minat yang besar, hasil observasi serta perhatiannya terhadap 
kondisi kesehatan pekerja. 

Florence Nightingale
(Sumber:bobogrid.id)

Pada masa Revolusi Industri ntara tahun 
1760-1830, terdapat sedikit rumah sakit 
dan perawat. Profesi keperawatan waktu 
itu belum begitu luas dikenal. Kepe
rawatan juga belum didefinisikan dengan 
baik. Meski demikian, era revolusi 
industry sudah mulai berpengaruh ter
hadap perkembangan keperawatan 
khususnya di United Kingdom. Mungkin 

karena pada saat itu profesi keperawatan sagat dibutuhkan. 
Kondisi lingkungan yang sangat buruk juga berpengaruh 
terhadap status kesehatan karena revolusi industri ini. 
Permindahan besar-besaran terjadi pada petani di desa ke 
kota di wilayah kumuh. Banyak suami yang meninggalkan 
anak istrinya. Tidak sedikit para istri yang menjalani 
kehidupan di dunia prostitusi guna menghidupi keluarganya 
atau adiktif alkohol dalam komunitas mereka yang 
mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan. 

Anthony Astley Cooper, seorang anggota Parlemen 
membandingkan kondisi pekerja ini dengan yang terjadi d 
USA. Strategi efektif ini yang mengakibatkan munculnya 
simpati banyak pihak yang kemudian lahirlah Factory Act, 
atau semacam Regulasi Ketenagakerjaan di mana ada aturan 
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maksimal 12 jam kerja untuk dewasa dan 2 jam pendidikan 
bagi anak-anak yang bekerja dan aturan tentang pekerja yang 
berusia di bawah usia 9 tahun. Kondisi lingkungan pekerjaan 
yang sama terjadi di USA. The Child Labor Law lahir tahun 
1836 untuk melindungi pekerja anak-anak. 

Florence Nightingale lahir pada waktu itu, tumbuh 
dan berkembang di kota dengan sanitasi lingkungan yang 
buruk serta banyak penyakit. Beruntungnya Nightingale 
tergolong keluarga kaya dan terpelajar sehingga tidak terkena 
dampaknya. Nightingale dikenal sebagai wanita yang lembut 
dengan lenteranya. Secara politis beliau memiliki pengetahuan, 
ilmu dan berpengaruh di legislatif. Beliau juga melakukan 
penelitian terkait kematian Epidemiologi pada masa Perang 
Krim. Nightingale dikenal di Eropa dan USA sebagai tokoh 
sentral keperawatan. Lantaran jasa Nightingale lah kesadaran 
terhadap profesi keperawatan mulai tumbuh di mana membuat 
keperawatan jadi dikenal dan dihargai. 

Sepuluh tahun sesudah itu, setelah Visiting Nurse 
Association berdiri, untuk pertama kalinya seorang Industrial 
Nurse (Perawat Industri) dipekerjakan di USA. Namanya Betty 
Moulder. Beliau dipekerjakan di sebuah kelompok tambang 
Batubara untuk merawat pekerja tambang beserta keluarganya 
yang sakit. Di USA nama beliau sedikit tertulis. Namun ada lagi 
nama perawat lain, Ada Stewart yang dipekerjakan pada tahun 
1895 untuk merawat pekerja di Vermont Marble Company. 
Tugasnya fokus pada perawatan preventif, surveillance serta 
perawatan pekerja yang terluka. Sebagian besar kerjanya 
adalah melakukan kunjungan, pelayanan gratis pada keluarga 
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karyawan serta komunitasnya. Saat itu sebuah RS Perusahaan 
untuk pertamakalinya didirikan di mana Ada Steward 
merupakan superintendant nya. Beliau mencatat beberapa 
kasus kecelakaan kerja. Sebagian besar waktu kerjanya 
digunakan untuk mencatat kasus-kasus obstetric. 

Pada tahun 1888, the Bureau of Labor didirikan dan 
menjadi the Department of Interior pada tahun 1913. Di 
tahun 1909 Metropolitan Life Insurance Company mulai 
menawarkan home nursing service bagi pemilik kebijakan 
perusahaan industry. Langkah ini kemudian berhasil dan 
menyebar ke seluruh USA dan Canada. Mereka membutuhkan 
OHN untuk menumbuhkan dan demi keberhasilan bisnis. 
Pemilik perusahaan pada akhirnya menyadari bahwa 
dengan mempekerjakan OHN, mereka bisa menghemat, 
meningkatkan produktivas, mengurangi angka pengunduran 
diri serta meningkatkan kepuasan kerja pekerja karena perawat 
memberikan layanan kesehatan di industri. Atas dasar ini, 
kemudian pada tahun 1912, National Organization of Public 
Health dan National Safety Council didirikan. Keduanya 
mendukung dan menyarankan dibentuknya OHN Club. OHN 
juga menerima dukungan dari kelompok OHN. 

Pada tahun 1942, tepatnya 19 April, dibentuk American 
Association of Industrial Health Nurses dengan Catherine 
Dempsey sebagai Presiden pertamanya. Sedangkan pada 
tahun 1970 Occupational Safety and Health Act yang dibentuk 
mampu meningkatkan standard keselamatan pekerja industri. 
Tahun 1976 dimulai perkuliahan OHN dengan level Pasca 
Sarjana di University of Cincinati, College of Nursing and 
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Health. Setahun kemudian NIOSH berdiri. Pada tahun 1979 
Master of Occupational Nursing, Medicine dan Safety program 
mulai diadakan.

OHN di Indonesia

Secara langsung atau tidak, Perawat Industri (kita 
sebut OHN untuk selanjutnya) lahir di Indonesia karena 
pengaruh PT Freeport Indonesia (PTFI), sebuah perusahaan 
pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-
Mc MoRan Copper & Gold Inc. PTFI merupakan penghasil 
konsentrat tembaga dari biji mnineral yang juga mengandung 
emas. Awal berdirinya saat seorang manajer eksplorasi Freeport 
Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada 
tahun 1960 ke Papua sesudah membaca laporan seorang 
geologis Belanda, Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936. Setelah 
penandatanganan kontrak dengan Indonesia tahun 1967, 
konstruksi skala besar dimulai tahun 1970, dilanjutkan ekspor 
perdana bulan Desember 1972. Pada tahun tersebut, OHN di 
USA telah berusia 30 tahun lebih. Bahkan Occupational Safety 
and Health Act sudah diterapkan di USA. Jadi, bisa dipahami 
kalau Freeprot sudah memberlakukan OHN di perusahaan 
mereka dia cabang-cabangnya termasuk yang ada di Papua. 

Sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak Freeport berdiri, 
pimpinan unit Keperawatan nya ada di bawa kendali orang 
asing. Ini dimaklumi karena bukan hanya komptensi perawat 
Indonesia waktu itu dirasa belum memenuhi standard 
internasional. Sebagaimana kita ketahui program Sarjana 
Keperawatan di Universitas Indonesia barus lahir tahun 1985. 
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Penguasaan Bahasa Inggris juga jadi kendala. Jadi wajar jika 
pengelolan OHN di Freeport yang meski ditularkan ilmu 
pengetahuan dan keterampiannya kepada perawa Indonesia, 
mayorias masih di bawah manajemen asing selama puluhan 
tahun. Tahun 1997 saja, seorang perawat Gigi USA, Adolfina 
Wangbon, bekerja sebagai Dental Nurse Assistant di RS 
Internatioal SOS, Tembagapura (aminef.or.id). Dia juga 
menjadi volunteer kegiatan terkait pencegahan HIV/AIDS di 
Tembagapura. Ini merupakan bukti bahwa praktik OHN di 
Indonesia sudah dimulai sejak awal 1970-an, tetapi di bawah 
oleh orang asing. Selain itu, lembaga lain yang berpengaruh 
dalam perkembangan OHN di Indonesia adalah International 
SOS. Lembaga ini berdiri di Jakarta tahun 1984. Lebih dari 55 
tempat layanan kesehatan yang ada di seluruh Indenesia. Satu 
dari 9 layanan kesehatan yang ditawarkan adalah Occupational 
and Community Health selain Medical and First Aid Training 
(internationalsos.com). Berdirinya SOS International ini 
bahkan lebih dulu daripada lahirnya program Sarjana 
Keperawatan yang belum mengenal jurusan atau spesialisasi 
keperawatan. Pogram Pasca Sarjana Keperawatan baru dimulai 
tahun 1999 untuk jenjang pendidikan spesialis dan baru tahun 
2008 untuk jenjang doctoral. Keperawatan Komunitas yang 
dianggap memayungi OHN baru dikenal pada tahun 1996. 

Pada tahun 20014 kelompok keilmuan diubah menjadi 
Departemen yang terdiri dari 6 departemen (Keilmuan Dasar, 
Medikal Bedah, Maternitas, Anak, Jiwa dan Komunitas). Oleh 
sebab itu, pada tahun 1980-an era di mana industri tambang 
dan eksplorasi mulai berkembang, banyak perawat Indonesia 
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yang mulai mengenal pentingnya OHN. Sayangnya, hingga 
saat ini, secara teori, OHN belum banyak dikenal di Indonesia. 
Ada yang menyebutnya sebagai Perawat K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja). Sementara di luar negeri, istilah Industrial 
Nurse sudah dinggap sebagai kedaluwarsa, kemudian 
dimodifikasi menjadi Occupationa Health Nursing (OHN) 
yang kedengarannya lebih professional dan elegan.* 
*)	 Sumber: Manajemen Occupational Health Nursing (Tukayo 

& Hardy, 2020). 

MASA DEPAN PENDIDIKAN OHN

Perkembangan industri di Papua belum diimbangi dengan 
ketersediaan tenaga keperawatan dengan jenjang pendidikan 
pasca sarjana bidang Keperawatan Kesehatan Kerja (OHN). 
Perkembangan pendidikan keperawatan spesialis masih 
kurang atau belum tersedia di Indonesia (Efendi et al., 2018). 
Jumlah perawat OHN di Indonesia relatif jarang. Kelangkaan 
ini dibuktikan dengan minimnya karya ilmiah tentang 
OHN (Tukayo IJH & Hardy, 2020). Padahal industri terus 
berkembang dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang 
up to date termasuk perawat yang bekerja di sektor industri 
(Tukayo IJH & Hardy, 2020). 

Jumlah perawat global hingga tahun 2018 mencapai 
27,9 juta, di mana 19,3 juta di antaranya merupakan perawat 
profesional (WHO Region, 2018). Kekurangan ini menurun 
menjadi 5.9 juta perawat pada tahun 2018 (Efendi et al., 
2018). Sekitar 5,3 juta (89%) dari kekurangan tersebut berada 
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di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah 
(WHO Regional, 2018). Saat ini Indonesia baru memenuhi 
60% kebutuhan perawat menurut standar dunia (Media 
Indonesia, 2020). Jika kita mengikuti anjuran Universal Health 
Coverage (UHC), kebutuhan perawat akan meningkat seiring 
dengan upaya pemerintah untuk memenuhi target jumlah 
perawat yang direkomendasikan. Namun, analisis pemerintah 
mengungkapkan bahwa 31.150 perawat Indonesia menganggur 
(Efendi et al., 2018). Artinya pemberdayaan perawat Indonesia 
masih belum maksimal, termasuk di bidang keperawatan 
industri.

Berdasarkan data per 26 April 2020, Kementerian 
Perindustrian (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
1980) menyatakan telah mengeluarkan izin operasional dan 
mobilitas untuk kegiatan industri kepada 14.533 perusahaan. 
Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari industri agro, 
kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, mesin, alat dan 
elektronik, industri kecil, menengah dan aneka, serta kawasan 
industri dan jasa industri (CNBC, 2020). Sektor industri 
memiliki total tenaga kerja 4.330.215 orang (CNBC, 2020). 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari 34 provinsi 
yang ada, Papua berada pada posisi terendah dengan angka 
kemiskinan 26,8% (BPS, 2020). Angka ini di bawah Papua 
Barat (21,7%) dan Nusa Tenggara Timur (21,21%). 

Dengan kata lain, sumber daya Papua sangat minim. 
Meski demikian, ada beberapa industri besar di Papua yang 
bergerak di bidang emas, eksplorasi minyak hingga pengolahan 
kayu. Per Agustus 2020, jumlah kawasan industri di Papua 
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adalah 121 (BPS, 2020). Beberapa industri besar seperti PT 
Freeport, BP, Genting Oil, Bintui Utama Murni Wood, Hastra 
Pasifik Papua dan Biak Veneer Jaya merupakan perusahaan 
besar di bidang minyak, pertambangan emas dan eksplorasi 
kayu di Papua (Januari, 2019). Perusahaan-perusahaan 
ini membutuhkan layanan kesehatan untuk kesehatan 
karyawan mereka. Namun permasalahan yang dihadapi oleh 
pelayanan keperawatan di Papua secara umum sama dengan 
perawat lain di Indonesia (Efendi et al., 2018; Hardy, 2012). 
Ketiadaan institusi pendidikan tingkat pascasarjana tidak 
hanya menghambat jenjang karir profesi keperawatan di 
Papua, tetapi juga kualitas dan kuantitas pelayanan OHN. 
Saat ini jumlah institusi pendidikan di Indonesia, dari 38 
Poltekkes Kemenkes yang ada, hanya dua yang ada di Papua, 
satu Poltekkes Kemenkes di Sorong dan satunya Poltekkes 
Kemenkes di Jayapura (BPPSDM, 2020). Jenjang pendidikan 
Poltekkes adalah Diploma 3 dan 4 (Efendi dkk., 2018). 

Di Papua kini terdapat 4 kampus di tingkat sarjana (1 
kampus negeri dan 4 kampus swasta (Stikes Papua, Stikes 
Jayapura, Stikes St. 2001 (Januari, 2019) Pelaksanaan desen
tralisasi pemerintahan dapat menggunakan hak Papua untuk 
menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang 
politik, sosial ekonomi dan budaya yang diciptakan melalui 
otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi negara 
yang berdaulat (Azmi Muttaqin, 2014). Pemerintah juga telah 
menunjukkan langkah-langkah konkrit guna mengatasi krisis 
Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan (Kurniati et al., 
2015).
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Dengan adanya kurikulum program magister OHN dan 
wacana pendirian programnya di Papua, memberikan sinyal 
bahwa Papua mampu mengembangkan program magister 
pendidikan OHN. Beberapa penelitian sudah mengeksplorasi 
potensi tersebut. Namun demikian masih diperlukan kajian 
yang lebih mendalam untuk menilai kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman Papua, lingkungannya, hukum dan 
peraturannya, termasuk implementasi kurikulum magister 
OHN. 
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DASAR PEMIKIRAN

Perkembangan pendidikan ilmu keperawatan di Indonesia 
tidak lepas dari pengaruh sejumlah faktor, internal dan 
eksternal. Faktor internal berasal dari keperawatan itu sendiri, 
berupa kompetensi yang dimiliki praktisi keperawatan baik 
itu dalam bentuk ilmu, keterampilan serta pengalaman. 
Sedangkan faktor eksternal berupa kebijakan Pemerintah, 
pengaruh lingkungan masyarakat, ilmu-ilmu kesehatan 
terkait, hingga fasilitas praktik keperawatan. 

Dari sisi praktisi keperawatan, pendidikan keperawatan 
di Indonesia bermula pada pertengahan tahun 1985 di 
Universitas Indonesia yang berupa Program Studi Ilmu 
Keperawatan (PSIK) tergolong terlambat dibandingkan 
dengan negara-negara maju. Bahkan lahirnya program sarjana 
keperawatan kita sangat jauh terlambat dibandingkan dengan 
Filipina atau India. Keberadaan PSIK di bawah naungan 
Fakultas Kedokteran yang tentu saja berpengaruh besar dalam 
perkembangan kurikulum ilmu keperawatan. Terlebih program 
spesialisasinya yang bermula pada tahun 1990-an. Hingga 
tahun 2021 ini, program pendidikan spesialisasi keperawatan 
masih terbatas pada 7 bidang (keperawatan manajemen, anak, 
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komunitas, materitas, medikal bedah, jiwa dan gawat darurat). 
Pendirian setiap program spesialis keperawatan tersebut tidak 
lepas dari perencanaan kurikulum yang perlu dirancang dan 
dipersiapkan jauh lebih awal.

Kurikulum program pendidikan keprawatan merupakan 
nyawa dari suatu program pembelajaran ilmu keperawatan 
sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan 
serta evaluasi yang dinamis. Penyusunan kurikulum pendidikan 
spesialisasi ini harus pula sesuai dengan perkembangan zaman, 
kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) 
serta kompetensi yang dibutuhkan bukan hanya oleh profesi 
dan profesioal keperawatan, namun juga oleh masyarakat, 
maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.

Perkembangan ilmu dan teknologi informasi di abad ke-
21 yang berlangsung secara cepat ini mengikuti pola logaritma, 
menyebabkan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ilmu 
keperawatan harus menyesuaikan dengan Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam kurun waktu satu 
dekade terakhir SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, 
yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi 
Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah 
menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan 
kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Mengacu pada filosofi pendidikan yang dikemukakan 
oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, 
bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil 
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pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Falsafah 
pendidikan ilmu keperawatan diharapkan berpedoman pada 
tiga pilar tersebut, yakni Continue, Convegen dan Concentric, 
dengan kata lain bermakna bahwa pendidikan keperawatan 
merupakan suatu proses pendidikan yang berkelanjutan 
sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang 
bersumber dari dalam dan luar negeri.

Namun demikian, yang lebih mendasari falsafah 
pendidikan ilmu keperawatan lainnya adalah prinsip bahwa 
pelaksanaan pendidikan harus berpegang pada orientasi 
belajar yakni berfokus pada peserta didik (mahasiswa). Untuk 
itulah dalam pengembangan kurikulum program pendidikan 
yang disusun dalam buku pedoman ini berpijak pada prinsip 
merdeka belajar. Artinya bahwa peserta didik/mahasiswa 
memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam perolehan ilmu 
pengetahuan dan informasi selaras dengan pendidikannya. 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi, serta Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 
2014, mendorong semua perguruan tinggi bidang ilmu 
keperawatan direkomendasikan menyesuaikan diri dengan 
ketentuan tersebut. Ini semua bertujuan agar insan perawat 
Indonesia yakni SDM keperawatan memiliki kemampuan atau 
kompetensi sebagaimana yang dinyatakan dalam kurikulum 
sebagai acuan penghasil SDM keperawatan. Dalam hal ini, 
sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program 
Magister/Magister setara jenjang 8. 
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Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi bidang kepe
rawatan dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum 
program magister, wajib mengacu pada KKNI dan Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan terbesarnya adalah 
perguruan tinggi bidang keperawatan dalam pengembangan 
kurikulum di era Industri 4.0 diharapkan menghasilkan lulusan 
yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, 
literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia 
berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi 
ilmu keperawatan perlu melakukan reorientasi pengembangan 
kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi bidang keperawatan 
pada jenjang magister merupakan salah satu program yang 
bertujuan menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut 
seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi 
yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. 
Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum 
dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan 
menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 

Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan 
dengan istilah learning outcomes atau Capaian Pembelajaran 
yang tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari 
capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi 
yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan 
pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI 
pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
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kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian 
Pembelajaran Lulusan (CPL). 

Standard kurikulum yang dikeluarkan oleh Dikti 
menyebutkan uraian CP pembelajaran dalam KKNI, meng
andung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur 
kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur 
kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti 
rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari 
unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan 
pengetahuan. 

Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan 
secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, 
sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan 
dalam hal ini ilmu keperawatan harus dirumuskan oleh forum 
program studi magister keperawatan yang merupakan ciri 
lulusan prodi yang dibahas dalam buku pedoman ini. Atas 
dasar CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program 
studi dapat dikembangkan. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa 
penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, 
selanjutnya dinyatakan harus berkiblat pada standar nasional 
(Pasal 35 ayat (1)). Maka secara garis besar kurikulum, sebagai 
sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian 
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pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan 
penilaian. 

Perumusan CPL program Magister mengacu pada 
deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan 
Keterampilan khusus. Sementara aspek Sikap dan Keterampilan 
Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Penyusunan kurikulum 
mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, 
ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan 
(8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.. 

LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM MAGISTER 
OHN

Pengembangan kurikulum Magister OHN merupakan 
hak dan kewajiban perguruan tinggi, namun demikian 
dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus 
berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam 
Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang 
berlaku. Kurikulum Magister OHN diharapkan menuntun 
mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan 
keperawatan kesehatan kerja, serta membentuk budi pekerti 
luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-
nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat 
kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta 
kejayaan bangsa Indonesia.
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Penyusunan kurikulum Magister OHN dilandasi 
dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, 
psikologis, historis, maupun secara yuridis. Landasan filosofis 
kurikulum ini memberikan pedoman secara filosofis pada 
tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas 
pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana 
pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami 
hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu 
meningkatkan kualitas hidup baik secara individu, maupun 
di masyarakat (Zais, 1976). Pada sisi sosiologis, kurikulum ini 
memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai 
perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan 
belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan 
pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan 
personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014). 
Kurikulum OHN juga diharapkan mampu melestarikan 
kebudayaan dari satu generasi ke generasi profesi keperawatan 
okupasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh teknologi 
globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. 

Kita perlu mengenal aspek kebudayaan lokal untuk 
membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyebukan 
bahwa kebudayaan merupakan topik hangat di kalangan 
civitas academika di banyak negara di mana kampus tinggi 
diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan 
proses pembelajaran yang berorientasi kepada kekinian ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya 
peserta didik. Perpaduan ini dapat menghasilkan capaian 
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pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman 
budaya di tengah masyarakat, sehingga membuahkan mental 
positif dalam bertoleransi serta saling pengertian terhadap 
hadirnya suatu keragaman. Di sisi lain kurikulum program 
Magister OHN harus pula mampu melepaskan mahasiswa 
dari kungkungan dinding pembatas budayanya sendiri 
(capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan 
budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian mahasiswa diharapkan 
mampu memiliki kelincahanbudaya (cultural agility) yang 
dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki 
oleh calon profesional di abad ke-21. Mahasiswa di era 
digital ini diharapkan melengkapi dirinya dengan minimal 
tiga kompetensi. Di antaranya berupa minimisasi budaya 
(cultural minimization) yaitu kemampuan kontrol diri dan 
menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada 
tataran internasional), adaptasi budaya (cultural adaptation), 
serta integrasi budaya (cultural integration) (Caliguri, 2012). 

Pada sisi psikologis, kurikulum Magister OHN ini 
diharapkan memberikan landasan bagi pengembangan 
kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong 
secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat 
memotivasi belajar sepanjang hayat; memfasilitasi mahasiswa 
belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam 
lingkungannya; membuat mahasiswa berpikir kritis, dan 
melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); 
mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi 
manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200). Kurikulum 
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hendaknya mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi 
manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, 
bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak 
mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia 
yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya 
cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

Pada landasan historis, kurikulum juga mampu 
memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; 
mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa 
masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia 
sedang belajar; mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup 
lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, 
serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

Pada landasan historis, kurikulum juga mampu 
memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; 
mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa 
masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia 
sedang belajar; mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup 
lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, 
serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

Sementara pada landasan yuridis, kurikulum yang menjadi 
dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, 
pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu 
perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum 
dan tercapainya tujuan kurikulum. 

Di bawah ini beberapa landasan hukum yang perlu diacu 
dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum program 
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Magister OHN:
1.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 

2014 Tentang Tenaga Kesehatan
2.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 

2014 Keperawatan 
3.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4.	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5.	 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2014, tentang Keperawatan. 

6.	 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 36, tentang 
Tenaga Kesehatan. 

7.	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI);

8.	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan 
KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

9.	 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
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10.	 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat 
Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara 
Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

11.	 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan 
Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri 
untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

12.	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 
tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

13.	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi.

14.	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 
Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, 
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

15.	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan 

tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan 
tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 
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Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi 
standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 
29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam 
penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, 
Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur 
melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan 
kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup 
pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan 
keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 
menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar 
kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan 
Tinggi. Mahasiswa Magister OHN mendapat kesempatan 
pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan 
untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan 
di era Industri 4.0, berupa komunikasi, kolaborasi, berpikir 
kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. 
Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan 
di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud 
No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan 
Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan 
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, 
misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan 
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untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Oleh sebab itu 
pengembangan kurikulum harus selaras dengan kebijakan 
di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap 
Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciri 
yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya. 
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VISI DAN MISI PROGRAM 

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum 
Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya. 
kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan 
Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan 
pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum 
memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, 
perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi 
(Ornstein & Hunkins, 2014).

Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka meng
hasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 
program studi yang telah ditetapkan sesuai tahapan. Setiap 
tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan 
mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan (8) standar 
yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, 
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Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, 
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 
Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar 
Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut 
dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, 
ilustrasi ditunjukkan dalam gambar 1. 

Model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan 
dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antara
nya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling 
berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
1.	 Outcome Based Curriculum (OBC), pengembangan 

kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian 
Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini 
kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), 
pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta 
kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam 
bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengem
bangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen 
penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagai
mana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara 
selaras berdasarkan CPL?

2.	 Outcome Based Learning and Teaching (OBLT), pelak
sanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai 
interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, 
dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT 
adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pem
belajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib 
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mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran 
termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus 
pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. 

VISI DAN MISI

Penyusunan kurikulum harus didasarkan atas visi dan 
misi institusi. Atas dasar pemikirian tersebut maka sangatlah 
penting untuk mendiskripsikan visi dan misi institusi.

Visi 

Menjadi salah satu lembaga pendidikan pascasarjana 
program Occupatioal Health Nursing terkemuka di Indonesia 
yang berwawasan regional dan internasional dengan kualitas 
unggul berdasarkan standar word class university, dikenal oleh 
masyarakat luas serta diakui oleh dunia usaha.

Visi Program Studi Magister OHN

Menjadi salah satu program studi magister OHN terkemuka 
di Indonesia yang berwawasan regional dan internasional 
dengan kompetensi menyediakan tenaga-tenaga yang mampu 
berperan sebagai manajer profesional, cerdas, berintegrasi dan 
mampu memberikan sumbangan pemikiran dan kekaryaan 
yang relevan dalam konteks perubahan lingkungan skala 
internasional dengan kualitas standard berdasarkan “world 
class University”, dikenal masyarakat luas, dan diakui oleh 
dunia keperawatan.
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Misi 

Membentuk insan profesional, praktisi, dan pimpinan 
keperawatan masa depan yang kompeten dalam bidang 
keperawatan okupasi yang berwawasan regional dan inter
nasional. Melalui proses pembelajaran, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

Misi Program Studi Magister OHN

1.	 Menyelenggarakan proses belajar mengajar, penelitian, 
pengabdian masyarakat dan pengembangan ilmu yang 
bermutu tinggi dalam bidang OHN dengan pendekatan 
keseimbangan dinamik antara subtansi teori dengan 
relevansi praktik sehingga mampu memenuhi tuntutan 
masyarakat pengguna jasa pendidikan.

2.	 Mendorong tumbuhnya kegiatan penelitian bermutu 
tinggi dalam bidang OHN, dengan pendekatan yang 
menekankan pada interaksi antara dosen dan mahasiswa, 
serta diarahkan kepada kegiatan penelitian empirik-
terapan

3.	 Menyediakan forum interaksi yang kondusif sinergistik 
bagi para pembelajar dan praktisi OHN untuk berbagai 
kegiatan diskusi, seminar, publikasi, dan konsultasi dalam 
bidang OHN.

Tujuan Program Studi Magister OHN

1.	 Memiliki ilmu pengetahuan di bidang manajemen dengan 
konsentrasi OHN yang dibutuhkan untuk mengelola 
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organisasi keselamatan dan kesehatan kerja keperawatan 
secara baik.

2.	 Memahami esensi permasalahan manajerial secara 
konseptual dan komprehensif.

3.	 Mampu melakukan prediksi-prediksi atas faktor-faktor 
utama yang mempengaruhi kehidupan organisasi OHN 
sesuai dengan spesialisasi yang ditekuninya untuk 
mendukung fungsi perencanaan dan pengendalian 
organisasi OHN.

4.	 Mampu melakukan penelitian dan pengembangan 
aplikasi ilmu pengetahuan & teknologi bagi dunia OHN 
dan kehidupan kesehatan masyarakat.

5.	 Peka terhadap perubahan, proaktif, kreatif dalam 
mencari alternatif pemecahan masalah, memiliki visi 
pengembangan diri maupun organisasi.

6.	 Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan & teknologi 
sesuai dengan bidang keahliannya bagi dunia keperawatan 
okupasi dan kehidupan masyarakat.

7.	 Bersikap jujur, obyektif, kritis dalam menilai, menerima, 
dan menghargai pemikiran orang lain yang berbeda 
sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada 
organisasi.

8.	 Mempunyai perspektif yang obyektif mengenai perkem
bangan pengetahuan untuk terus belajar sesuai dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi di bidang OHN.

9.	 Menghargai hak milik karya intelektual orang atau 
lembaga lain.
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10.	 Memiliki dasar ilmu pengetahuan yang cukup untuk 
melanjutkan studi ke jenjang S3 terutama di bidang OHN 
dengan konsentrasi yang relevan.
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MERDEKA BELAJAR DALAM PROGRAM STUDI

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendukung terse
lenggaranya Program Studi di Perguruan Tinggi untuk 
meninjau kembali kurikulumnya. Kurikulum di Perguruan 
Tinggi pengembangannya berlandaskan pada Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) 
yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. 
Standar penyelenggaran program studi diatur lebih rinci 
sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti (Kemenristekdikti, 2015). 
Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan 
standar evaluasi tertuang dalam SNDikti, termasuk CPL Sikap 
dan CPL Keterampilan Umum yang ada bagian tersendiri 
pada buku ini menjadi bagian terpenting. Program sarjana/
pascasarjana dengan program lanjutan Program Pendidikan 
Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat 
sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan 
tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan 
sebagainya.
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Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 
didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 
14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk 
menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program 
studinya (Pasal 18 SN-Dikti) (Saleh, 2020; Siregar dkk, (2020). 
Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 
diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan 
(kecuali bidang Kesehatan) . 

Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian 
Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap 
Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang 
berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan 
belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesem
patan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar 
Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal 
untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana 
terapan Kemendikbud, 2020). Di samping itu, pengalaman 
yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam 
beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan 
di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang 
hayat (Prayogo, 2020; Suharyono dkk, 2020).

Untuk memberikan panduan program studi dalam 
pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimple
mentasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, 
orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan evluasi 
serta implementasi program.
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 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 
DAN STANDARD KOMPETENSI LULUSAN 

MAGISTER OHN

Kompetensi lahir dari pemahaman keperawatan sebagai 
suatu disiplin yang dipandu teori dan berbasis bukti. Lulusan 
dari kurikulum adalah diharapkan memiliki nilai, sikap, 
kebiasaan, dan keterampilan yang khas baik dalam perilaku 
profesional maupun kompetensi asuhan keperawatan yang 
dijelaskan dalam buku kurikulum ini. 

Kompetensi professional menentukan nilai, sikap, dan 
praktik yang diwujudkan dan dapat dibagikan oleh perawat 
yang kompeten anggota profesi lain; kompetensi asuhan 
keperawatanmenentukan kemampuan hubungan yang 
dibutuhkan perawat untuk bekerja dengan klien dan kolega, 
pengetahuan dan keterampilan praktik keperawatan dan 
kompetensi yang mencakup pemahaman tentang sistem 
perawatan kesehatan yang lebih luas. 

Dalam banyak kasus, klien didefinisikan sebagai penerima 
perawatan, dianggapsebagai peserta aktif dalam perawatan, 
dan termasuk individu, keluarga atau komunitas. Kompetensi 
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asuhan keperawatan okupasi mengakui bahwa perawat okupasi 
yang kompeten memberikan perawatan yang aman pada 
seluruh rentang hidup diarahkan pada tujuan membantu klien 
(individu, keluarga atau masyarakat) meningkatkan kesehatan, 
pulih dari penyakit akut dan/atau mengelola penyakit kronis 
dan mendukung kematian yang damai dan nyaman. 

Secara umum CPL lulusan magister OHN meliputi 
kemampuan: 
1.	 Mengembangkan wawasan melalui latihan reflektif, 

analisis diri, dan perawatan di industri.
2.	 Terlibat dalam pembelajaran mandiri yang berkelanjutan 

dan memberikan perawatan okupasi berdasarkan bukti 
yang didukung oleh penelitian.

3.	 Menunjukkan kepemimpinan dalam keperawatan dan 
perawatan okupasi.

4.	 Berkolaborasi sebagai bagian dari tim keperawatan 
kesehatan.

5.	 Praktik di dalam, memanfaatkan, dan berkontribusi pada 
sistem perawatan kesehatan yang lebih luas.

6.	 Mempraktikkan perawatan okupasi yang berpusat pada 
klien.

7.	 Berkomunikasi secara efektif dan menggunakan 
teknologi.

8.	 Mendemonstrasikan penilaian klinis/pemikiran kritis 
dalam memberikan asuhan kepada klien dengan tetap 
menjaga keselamatan kerja. 



50      Occupational Health Nursing

STANDARD KOMPETENSI LULUSAN (SKL) MAGISTER 
OHN

No. Kompetensi Uraian

1 Kompetensi:
Tindakan 
profesional 
perawat OHN 
yang kompeten 
didasarkan pada 
nilai-nilai inti 
keperawatan, 
standar praktik 
profesional, dan 
hukum.

1.	 Perawat yang disiapkan mampu 
menunjukkan akuntabilitas untuk ruang 
lingkup spesialis praktek, profesional standar 
dan kode etik.

2.	 Bertanggung jawab dan berpartisipasi 
dalam institusi/lembaga/organisasi untuk 
mendukung praktek keperawatan okupasi.

3.	 Melakukan analisis etik dan klinis penalaran 
diperlukan untuk praktik keperawatan 
okupasi tingkat lanjut.

4.	 Mengartikulasikan an mengaktualisasikan 
filosofi keperawatan okupasi dan mengga
bungkan dengan nilai-nilai etika, nilai, dan 
standar profesional.

2 Perawat OHN 
yang kompeten 
mengembangkan 
wawasan melalui 
praktik reflektif, 
analisis diri, dan 
perawatan diri. 

Perawat OHN siap secara terus-menerus terlibat 
dalam diri sendiri berefleksi untuk merancang 
strategi yang mempromosikan pembelajaran 
diri sepanjang hayat untuk
memandu praktik okupasi yang berkelanjutan.
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3 Perawat OHN 
yang kompeten 
terlibat dalam 
pembelajaran 
mandiri yang 
berkelanjutan 
dan memberikan 
layanan 
keperawatan 
okupasi 
berdasarkan 
bukti yang 
didukung oleh 
penelitian 

1.	 Siap mengkaji secara kritis dan 
menggunakan sumber yang berbasis bukti 
untuk mendukung lanjutan praktik.

2.	 Dalam keperawatan spesialis, praktisi 
mampu mengidentifikasi masalah yang dapat 
diterima riset.

3.	 Berpartisipasi dalam proses mengevaluasi 
bukti dalam kerjasama dengan anggota tim 
pelayanan kesehatan lain. 

4.	 Mempertahankan kompetensi melalui 
pengembangan pribadi rencana untuk 
belajar sepanjang hayat dan perkembangan 
profesional lanjutan.

5.	 Menunjukkan inisiatif dan pengarahan 
diri sendiri dalam mencari jalan untuk 
meningkatkan kesehatan dan kepedulian 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

4 Perawat OHN 
yang kompeten 
menunjukkan 
kepemimpinan 
dalam 
keperawatan 
dan perawatan 
kesehatan

1.	 Mampu menunjukkan keterampilan kepe_
mimpinan dan pengambilan keputusan 
pembuatan dalam penyediaan asuhan 
keperawatan okupasi, tim koordinasi, dan 
pertanggungjawaban perawatan pelayanan di 
sistem tingkat mikro. 

2.	 Mengasumsikan peran kepemimpinan 
untuk keselamatan dan mutu pasien melalui 
inisiatif perbaikan. 

3.	 Memahami bagaimana sistem pelayanan 
kesehatan diorganisir dan dibiayai serta dan 
bagaimana hal ini mempengaruhi pelayanan 
klien atau pasien di industri.

4.	 Mampu mengartikulasikan ke berbagai 
audiens basis bukti untuk pengambilan 
keputusan praktik.

5.	 Terampil dalam kepemimpinan diperlukan 
untuk mengajar, melatih, dan membimbing 
anggota tim kesehatan lainnya.
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5 Perawat yang 
kompeten 
bekerja sama 
sebagai bagian 
dari tim 
perawatan 
kesehatan 
okupasi.

1.	 Memiliki strategi kolaboratif yang diperlukan 
dalam desain, koordinasi, dan evaluasi dari 
perawatan yang berpusat pada pasien 

2.	 Memahami ruang lingkup praktik 
profesi lain, dan menunjukkan strategi 
pengembangan untuk mendukung 
komunikasi di antara anggota tim, pasien, 
dan pelayanan kesehatan profesional. 

3.	 Menunjukkan keterampilan kritis tim antar-
profesional tim dan kemitraan.

4.	 Koordinasi secara komprehensif dalam 
merawat pasien di dalam dan di seluruh 
pengaturan dan di antara penyedia layanan 
keperawatan. 

6 Perawat 
OHN yang 
kompeten dalam 
berpraktik 
memanfaatkan, 
dan 
berkontribusi 
pada sistem 
perawatan 
kesehatan 
okupasi yang 
lebih luas

1.	 Perawat dituntut membawa perspektif 
keperawatan okupasi terhadap kebijakan 
pembangunan dengan advokasi untuk 
kebijakan yang meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan profesi keperawatan. 

2.	 Berpedoman pada praktik untuk 
ditingkatkan praktek dan lingkungan 
keperawatan yang dikembangkan oleh 
perawat OHN. 

3.	 Dapat menganalisis bagaimana mempeng
aruhi kebijakan struktur dan pembiayaan 
praktik perawatan kesehatan okupasi dan 
hasil kesehatan pada lembaga, pemerintah 
lokal, dan tingkat pemerintahan pusat. 

4.	 Meneliti dampak praktik dari aspek legal dan 
proses regulasi dalam praktik keperawatan 
okupasi, pelayanan kesehatan kerja serta 
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

5.	 Bersikap adil dalam memberikan layanan 
pencegahan yang efisien melalui kegiatan 
promosi kesehatan serta layanan pencegahan 
penyakit yang berbasis populasi.
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7 Perawat OHN 
yang kompeten 
mempraktikkan 
perawatan 
okupasi yang 
berpusat pada 
klien.

1.	 Keperawatan okupasi tingkat lanjut mampu 
memberikan layanan advokasi kepada 
pasien, keluarga, pengasuh, dan anggota tim 
kesehatan. 

2.	 Mempersiapkan praktik okupasi klinis sesuai 
pedoman dan budaya yang beragam. 

3.	 Memiliki pengetahuan lanjutan tentang efek 
bio/psiko/social yang berpengaruh pada 
kesehatan guna merancang, mengevaluasi, 
dan melaksanakan asuhan pasien di industri.

8 Perawat OHN 
yang kompeten 
berkomunikasi 
dan 
menggunakan 
teknologi secara 
efektif

1.	 Menunjukkan komunikasi efektif lintas 
professional termasuk tim interdisipliner, 
rekan-rekan, klien dan masyarakat di sekitar 
wilayah kerja di industri tempat kerja. 

2.	 Mampu menggunakan teknologi informasi 
dan metode penelitian tepat untuk 
mengidentifikasi kesenjangan sebagai bukti 
untuk kebutuhan pelatihan yang sesuai dan 
data yang akurat untuk menghasilkan bukti 
hasil praktik keperawatan. 

3.	 Menganalisis arus dan teknologi baru untuk 
mengoptimalkan keselamatan pasien, biaya 
efektivitas, dan hasil perawatan. 

4.	 Menerapkan penggunaan teknologi 
informasi untuk mengkoordinasikan dan 
mengintegrasikan perawatan pasien dan 
transisi keperawatani di seluruh pengaturan 
dan antara penyedia layanan kesehatan. 

5.	 Memegang tanggung jawab memastikan 
penggunaan prinsip etika dan kebijakan 
hukum, dalam berintegrasi terkait 
penggunaan teknologi informasi teknologi 
ke dalam pelayanan perawatan. 
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9 Perawat OHN 
yang kompeten 
mendemons
trasikan 
penilaian klinis/
pemikiran 
kritis dalam 
memberikan 
asuhan pada 
klien dengan 
tetap menjaga 
keselamatan dan 
keamanan. 

1.	 Menganalisis secara kritis bukti terbaik 
untuk menentukan implikasi praktik.

2.	 Memberikan pelayanan asuhan keperawatan 
okupasi terkini pada populasi yang beragam 
yang membutuhkan integrasi pengetahuan 
tentang keperawatan dan ilmu terkait. 

3.	 Merancang perawatan okupasi untuk 
populasi klinis atau komunitas. 

4.	 Menggunakan peningkatan kualitas praktik 
untuk memastikan keamanan pasien dengan 
kualitas asuhan keperawatan tertinggi. 

5.	 Menerapkan keterampilan komunikasi untuk 
peer review, advokasi untuk pasien dan 
keluarga, pelaporan kesalahan, dan karya 
tulis profesional. 

6.	 Dapat menagidentifikasi factor untuk 
mengurangi risiko dalam pengaturan 
pelatihan. 

7.	 Menggunakan ilmu keselamatan, ergonomic, 
epidemiologi, psikologi, sosial, dan data 
lingkungan untuk menarik kesimpulan 
tentang status kesehatan pasien, populasi 
dan melakukan intervensi untuk 
mempromosikan dan melestarikan kesehatan 
kerja dan gaya hidup sehat.
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KURIKULUM DAN PROGRAM STUDI

Kurikulum sarjana keperawatan biasanya mencakup 
disiplin dalam sains (misalnya, biologi, mikrobiologi, kimia, 
psikologi, sosiologi, farmakologi), matematika, bahasa 
Inggris, keterampilan keperawatan (misalnya, administrasi 
pengobatan, penilaian kesehatan, pro perawatan kesehatan, 
prosedur), dan penerapan proses keperawatan di berbagai 
bidang spesialisasi klinis (misalnya, keperawatan kesehatan 
orang dewasa, keperawatan ibu-anak, keperawatan kesehatan 
mental). 

Program diploma juga mencakup keperawatan umum, 
manajemen, dan keperawatan kesehatan masyarakat. Perawat 
yang lulus dengan gelar sarjana keperawatan dipersiapkan 
untuk berfungsi dalam berbagai pengaturan praktik klinis 
(misalnya, perawatan akut, perawatan homecare, dan 
perawatan rawat jalan) dan dianggap generalis dalam praktik 
keperawatan (American Association of Colleges of Nursing, 
2008). Meskipun keperawatan kesehatan kerja idealnya 
merupakan komponen dari kurikulum keperawatan kesehatan 
masyarakat, beberapa penelitian terbaru telah meneliti 
bagaimana topik ini dibahas dalam kurikulum keperawatan 
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secara umum termasuk program diploma. Banyak perguruan 
tinggi kontemporer melaporkan kurangnya kesadaran di 
antara mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat tentang 
peran perawat kesehatan kerja dan kontribusi mereka untuk 
mempertahankan tenaga kerja yang aman dan sehat. 

Ironisnya, meskipun sub-spesialisasi keperawatan 
kesehatan kerja mungkin hampir tidak terlihat dalam 
disiplin keperawatan, peran utama perawat di industri adalah 
kesehatan kerja dan mereka berhubungan sehari-hari dengan 
pekerja (Thompson, 2010). Dalam program di University of 
Georgia misalnya, mahasiswa keperawatan sarjana memiliki 
kesempatan untuk belajar tentang keperawatan kesehatan 
kerja di kelas, dan terlibat dengan praktik perawat kesehatan 
kerja serta praktik klinis (Adrienne Holland, Manajer 
Kesehatan Kerja, UPS, komunikasi pribadi, 13 Oktober 2011). 
Di Indonesia terdapat 884 perguruan tinggi yang membuka 
program pendidikan keperawatan namun belum ada program 
khusus OHN (Tukayo et al., 2020). Struktur kurikulum dari 
satu kampus ke kampus lain bervariasi sesuai dengan visi misi 
dan tujuan program studi. 
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STRUKTUR DAN SEBARAN MATA KULIAH

No KODE SMT MATA KULIAH SKS

1 OHG 100 1 Metodologi Penelitian (Research 
Methodology)

2

2 OHG 101 Biostatistika (Biostatistics) 3

3 OHN 102 Pengantar Konsep, Teori dan 
Praktik Keperawatan Okupasi 
(OHN) (Introduction to 
Concept, Theory and OHN 
Practices)

2

4 OHG 103 Kebijakan dan Manajemen 
Kesehatan (Health Management 
Policy)

2

5 OHH 104 Keperawatan Okupasi (OHN) I 
(Occupational Health Nursing I)

3

6 OHE 105 Epidemiologi (Epidemiology) 2
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No KODE SMT MATA KULIAH SKS

7 OHN 106 2 Keperawatan Okupasi (OHN) II 
(Occupational Health Nursing 
II)

4

8 OHT 107 Higiene dan Toksikologi 
Industri (Hygiene and 
Toxicology in Industry)

3

9 OHH 108 Sistem Manajemen Kesehatan 
Kerja (Occupational Health 
Management System)

2

10 OHN 109 Kepempimpinan dan 
Pengolahan sumber daya 
(Leadership and Resources 
Management)

2

11 OHN 110 Manajemen Risiko dan Bahaya 
(Hazard and Risk Management)

3

12 OHH 111 Ergonomi (Ergonomic) 2

13 OHN 112 3 Keperawatan Okupasi (OHN) 
III (Occupational Health 
Nursing III)

4

14 OHN 113 Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Occupational 
Health and Safety)

2

15 OHN 114 4 Tesis (Thesis) 8
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EVALUASI PEMBELAJARAN

Peraturan Pemerintah No 19, tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, khususnya Bab II Pasal 2 ayat (1) 
menjelaskan bahwa terdapat delapan Standar Nasional Pen
didikan (Ministry of Education, 2003). Salah satunya adalah 
standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan 
adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan pemerintah 
tersebut secara khusus yang berkaitan dengan kompetensi 
lulusan, menunjukkan bahwa kualifikasi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan menjadi ranah yang sangat penting untuk 
mendapat perhatian. Menurut teori Benjamin S. Bloom hasil 
belajar ialah segala sesuatu yang menjadi milik mahasiswa 
sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya sebagai 
bagian terpenting dari tujuan belajar (Baco et al., 2020). 

Tujuan belajar pada bagian ini merupakan sejumlah hasil 
belajar yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melakukan 
perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, 
keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan 
dapat dicapai oleh mahasiswa. Ketiga jenis ranah hasil belajar 
yang disebutkan di atas, masing-masing ranah memiliki alat 
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ukur atau instrumen yang pasti dan terukur. Untuk mengukur 
hasil belajar ranah kognitif (pengetahuan teoretis) dapat 
menggunakan teknik test. Sedangkan untuk mengukur hasil 
belajar ranah afektif dan psikomotorik dapat menggunakan 
teknik non-test. 

Nana Sudjana yang menegaskan perihal hasil belajar dan 
proses belajar tidak hanya dapat dinilai dengan menggunakan 
teknik test berupa bentuk test uraian maupun test objektif, 
melainkan juga dapat dinilai dengan menggunakan teknik 
non-test. Teknik test maupun non-test merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam mengukur hasil belajar ranah 
kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Kamila, Karina 
Megasari Winahyu, 2018). 

Berkaitan dengan penggunaan dua jenis teknik alat ukur 
hasil belajar tersebut, umumnya dosen-dosen di kampus 
lebih banyak menggunakan jenis teknik test dibanding teknik 
non-test. Sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh Nana 
Sudjana, bahwa dosen dalam menggunakan bentuk non-test 
untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas 
jika dibandingkan dengan bentuk test dalam menilai hasil 
dan proses belajar mahasiswa. Dosen-dosen di kampus pada 
umumnya lebih banyak menggunakan test daripada non-test. 

Hal ini dapat terjadi oleh karena alat test mudah dibuat, 
kemudian dapat digunakan lebih praktis, serta yang dinilai 
hanya terbatas pada aspek kognitif berdasarkan hasil belajar 
yang diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan pengalaman 
belajarnya di kelas. Penyusunan teknik test lebih mudah 
daripada teknik non-test. 
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Non-Test 

Penggunaan teknik evaluasi non-test merupakan salah 
satu bentuk kritikan terhadap kelemahan teknik test. Sukardi 
menegaskan bahwa bentuk atau alat ukur non-test sangat 
berguna pada evaluasi hasil belajar yang berkaitan erat 
dengan kualitas pribadi dan keterampilan. Kualitas pribadi 
dan keterampilan secara tepat hanya dapat dievaluasi melalui 
penampilan sebagai efek penguasaan domain keterampilan 
dalam bentuk non-test. Permasalahan lainnya diungkapkan 
oleh Hamzah B. Uno dan Satria Koni. Pengalaman mereka 
dalam memberikan pelatihan dan lokakarya bagi guru-
guru, diperoleh informasi adanya keluhan dari guru karena 
mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian pada peserta 
didik, khususnya aspek perilaku. Para guru mengalami 
kesulitan untuk memberikan kategori penilaian dan tidak 
mengerti tolak ukur dari aspek-aspek penilaian. Persoalan 
guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian hasil 
belajar ranah afektif dan psikomotorik, menjadi persoalan 
yang mempertajam pembahasan dalam banyak penelitian.

Domain Afektif 

Domain afektif merupakan salah satu domain hasil belajar 
yang ada dalam diri mahasiswa.Menurut teori Benjamin S. 
Bloom, ada tiga domain hasil belajar. Ketiga domain hasil 
belajar itu adalah domain kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan 
kemampuan sikap dan nilai. Sudjana (2010) menguraikan 
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bahwa tipe hasil belajar afektif tampak pada mahasiswa dalam 
berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata 
kuliah, disiplin, motivasi belajar, menghargai dosen dan teman 
sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

Selain pembahasan pengertian hasil belajar domain afektif 
di atas, terdapat juga ciri hasil belajar domain afektif pada 
mahasiswa. 

Ciri-ciri hasil belajar domain afektif yang dapat dilihat 
pada mahasiswa: pertama, sikap mahasiswa pada waktu 
belajar di kampus, terutama pada waktu dosen mengajar. 
Sikap ini meliputi: kemampuan mahasiswa untuk menerima 
mata kuliah dari dosen, perhatian mahasiswa terhadap apa 
yang dijelaskan oleh dosen, keinginan mahasiswa untuk 
mendengarkan dan mencatat uraian dari dosen, penghargaan 
mahasiswa terhadap dosen itu sendiri, serta hasrat mahasiswa 
untuk bertanya kepada dosen. 

Kedua, sikap mahasiswa setelah mata kuliah selesai. 
Sikap mahasiswa ini meliputi indikator: kemauan mahasiswa 
dalam mempelajari bahan mata kuliah lebih lanjut, kemauan 
mahasiswa untuk mengaplikasikan hasil mata kuliah dalam 
praktik kehidupan seharihariberdasarkan tujuan dan isi 
yang tertuang dalam mata mata kuliah, serta suka terhadap 
dosennya dan mata kuliahnya (Sudjana, 2010). Hakikat hasil 
belajar domain afektif juga membahas tentang jenjang atau 
tingkatan domain afektif. 

Ada lima tingkatan dalam domain afektif, yaitu: tingkatan 
pertama, menerima atau memperhatikan. Jenjang ini berkaitan 
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dengan kemauan untuk menerima atau memerhatikan 
dosen. Kata kuncinya meliputi: dengar, lihat, raba, cium, 
rasa, pandang, pilih, dan perhatikan. Tingkatan kedua, 
merespon. Dalam jenjang ini mahasiswa dilibatkan secara 
puas dalam suatu subjek tertentu. Kata kuncinya: persetujuan, 
minat, reaksi, membantu, partisipasi, dan melibatkan diri. 
Tingkatan ketiga ialah penghargaan. Pada jenjang ini aspek 
perilaku mahasiswa ialah konsisten dan stabil. Kata kuncinya: 
mengakui dengan tulus, mengidentifikasi diri, memercayai, 
menyatukan diri, rela berkorban, dan tanggung jawab. 
Tingkatan keempat, mengorganisasikan. Dalam jenjang 
ini mahasiswa membentuk suatu sistem nilai yang dapat 
menuntun perilaku. Kata kuncinya: menimbang-nimbang, 
menjalin, menyelaraskan, dan mengimbangkan membentuk 
filsafat hidup. Tingkatan kelima adalah mempribadi atau 
mewatak. Tingkatan akhir ini sudah memiliki internalisasi, 
serta nilai-nilai telah mendapatkan tempat pada diri individu. 
Kata-kata yang dapat dipakai: bersifat obyektif, bijaksana, adil, 
teguh dalam pendirian, percaya diri, dan berkepribadian. 

Implikasi praktis yang dapat digunakan oleh dosen untuk 
menuangkan tingkatan domain afektif tersebut adalah dengan 
menyesuaikannya dengan aspek-aspek penilaian yang tertuang 
dalam rapor mahasiswa. Aspek-aspek tersebut adalah aspek 
kelakuan, kerajinan, kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan. 

Domain Psikomotorik 

Domain psikomotorik adalah bentuk keterampilan 
(skill) dan kemampuan bertindak individu. Sudjana (2010) 
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menguraikan tipe hasil belajar domain psikomotorik berkaitan 
dengan keterampilan atau kemampuan untuk bertindak setelah 
mahasiswa menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil 
belajar ini merupakan tahap lanjutan dari hasil belajar afektif 
yang baru tampak dalam kecenderungan-kecenderungan 
mahasiswa untuk berperilaku. 

Domain psikomotorik terdiri atas aktivitas motorik 
yang penting dalam pengembangan kemampuan mahasiswa 
dalam memanipulasi benda-benda, dan secara umum 
mengembangkan keterampilan motorik mahasiswa (Husain & 
Khan, 2016). Domain psikomotorik berkaitan dengan gerakan 
sengaja yang dikendalikan oleh aktivitas otak. Psikomotorik 
umumnya berupa keterampilan yang memerlukan koordinasi 
otak dengan beberapa otot. Berkaitan dengan pengembangan 
domain psikomotorik ini, peran dosen sangat penting dan 
sangat diharapkan mampu melaksanakannya. 

Domain psikomotorik memiliki lima tahap atau jenjang 
perkembangan. Kelima jenjang tersebut adalah sebagai 
berikut: pertama, tahap menirukan. Pada jenjang ini jika 
diaplikasikan kepada mahasiswa suatu tindakan yang dapat 
diamati, mahasiswa akan mulai membuat suatu tiruan 
terhadap tindakan itu sampai pada tingkat sistem otot-ototnya 
dan dituntun oleh dorongan kata hati untuk menirukan. Kata 
kuncinya: menirukan, pengulangan, berke-tetapan hati, mau, 
dan minat bergairah. 

Kedua, tahap manipulasi. Pada tahapan ini mahasiswa 
dapat menunjukkan atau menampilkan suatu tindakan seperti 
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yang diajarkan, serta tindakan yang juga tidak hanya seperti 
yang diamati. Mahasiswa mulai dapat membedakan antara satu 
pola tindakan dengan yang lain, kemudian mampu memilih 
tindakan yang diperlukan dan mulai memiliki keterampilan 
dalam memanipulasi. Kata kuncinya: ikuti petunjuk, tetapkan 
mencoba-coba, dan perbaikan tindakan. 

Ketiga, tahap keseksamaan. Pada tahapan ini terdiri atas 
kemampuan mahasiswa dalam menampilkan suatu tindakan 
yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih tinggi 
dalam mereproduksi suatu kegiatan tertentu. Kata kuncinya: 
lakukan kembali, kerjakan kembali, dan hasilkan. 

Keempat, tahap artikulasi. Tahapan ini memiliki unsur 
utama, yaitu mahasiswa telah dapat mengkoordinasikan 
serentetan tindakan dengan menetapkan urutan secara tepat 
di antara tindakan yang berbeda-beda. Kata kuncinya: lakukan 
secara harmonis, serta lakukan secara unit. Kelima, tahap 
naturalisasi. Pada tahapan terakhir ini mengungkapkan bahwa 
apabila mahasiswa telah dapat melakukan secara alami satu 
tindakan atau sejumlah tindakan yang urut, maka keterampilan 
penampilan tersebut telah sampai pada kemampuan yang 
paling tinggi dan tindakan tersebut ditampilkan dengan 
pengeluaran energi yang minimum (Sudjana, 2010).

Test

Guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal, dosen 
harus memiliki dan melaksanakan teknik dan metode mengajar 
yang dapat merangsang kegiatan belajar semaksimal mungkin. 
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Salah satu caranya memotivasi mahasiswa yaitu memberikan 
test dan nilai. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan 
motivasi, test memegang peranan penting dalam pengajaran. 
Test digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai 
keberhasilan (Hutapea, 2019). 

Dengan menganalisa hasil test yang baik dapat diperoleh 
suatu gambaran mengenai mutu dan cara-cara belajar, 
kemudian dapat dilihat kekurangan-kekurangan dalam 
mengajar. Test juga berguna dalam memberikan bimbingan 
perorangan sebagai alat perangsang dan pendorong bagi agar 
lebih giat dan rajin belajar. Dengan demikian test sebagai alat 
evaluasi sangat erat kaitannya dengan hasil belajar. Namun 
tidak mudah bagi dosen untuk mencapai sasaran yang 
diharapkan jika metode maupun strategi yang digunakan 
dalam test tidak dilakukan secara benar. 

Penggunaan metode atau strategi pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar dosen-dosen masih banyak 
menggunakan metode lama seperti ceramah, dan belum ada 
yang mencoba menggunakan metoda pemberian Pre-test dan 
Post-test (Winarno et al., 2019). Kegiatan belajar mengajar 
masih difokuskan kepada sampai dimana pelajaran diberikan, 
bukan sampai di mana penguasaan mahasiswa terhadap bahan 
pelajaran yang diberikan atau kompetensi yang dicapai. 

Atas dasar pengalaman ini, dengan pemberian Pre-test 
dan Post-test akan membantu meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pemberian 
Pre-test yang dilaksanakan akan meningkatkan frekuensi 
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latihan terhadap pelajaran yang diberikan sehingga kesiapan 
mahasiswa terhadap pelajaran dan test akhir lebih baik (Jang 
& Hong, 2016). Dari hasil Pre-test dan Post-test bisa dijadikan 
umpan balik yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa. 
Pre-test dan Post-test juga berfungsi untuk melihat sejauh 
mana efektivitas pengajaran dan nantinya hasil Pre-test akan 
dibandingkan dengan hasil Post test sehingga dapat diketahui 
apakah kegiatan belajar mengajar berhasil baik atau tidak 
(Effendy, 2016). Dengan demikian diharapkan pemahaman 
mahasiswa lebih baik terhadap materi yang diberikan. 

Peter L. Bonate (2000:1) menjelaskan bahwa Pretest-
Posttest design fall under the broad category of paired data 
analysis. Paired data arise when the same experimental unit, such 
as person or laboratory animal, is measured on some variables 
on two different occasions or at the time under different testing 
conditions. Perancangan Pre-test dan Post-test berdasarkan 
kategori analisis data berpasangan. Data berpasangan timbul 
apabila unit eksperimental yang sama diukur pada variabel 
yang sama pada waktu yang berbeda atau pada waktu yang 
sama dalam kondisi yang berbeda. 

Proses belajar mengajar yang diawali dengan metode Pre-
test dan diakhiri dengan Post-test bertujuan melihat sejauh 
mana perkembangan kognitif yang ada pada mahasiswa 
dengan materi yang akan dan sudah diajarkan. Menurut Piaget 
dalam Suciati (2001:11) proses belajar terdiri dari tiga tahapan, 
yakni asimilasi, akomodasi dan equilibrasi (penyeimbangan). 
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Proses asimilasi adalah proses penyatuan (pengintegrasian) 
informasi baru ke struktur baru kognitif yang sudah ada dalam 
benak mahasiswa. Proses akomodasi adalah penyesuaian 
struktur kognitif kedalam situasi yang baru. Sedangkan proses 
equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara 
asimilasi dan akomodasi. 

Hasil Pre-test akan membantu mengintegrasikan 
(asimilasi) dari pengetahuan mahasiswa sebelumnya dengan 
informasi yang baru sehingga bahan atau materi yang akan 
diajarkan dapat disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa 
itu sendiri, atau terjadinya penyesuaian (akomodasi) kognitif 
mahasiswa ke dalam materi baru jika materi belum dikuasai 
sedikitpun. Menurut Anas Sudijono (1996:69) Pretest atau 
test awal yaitu test yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang 
akan diajarkan telah dapat dikuasai. Sedangkan Post-test atau 
test akhir menurut Anas Sudijono (1996:70) adalah test yang 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua 
materi yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan 
sebaik-baiknya oleh mahasiswa. Sementara menurut Asubel 
dalam Suciati (2001:13) mahamahasiswa akan belajar dengan 
baik jika apa yang disebut dengan Advance Organizations 
didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik. 

Metode dan strategi yang digunakan dengan pemberian 
Pre-test dan Post-test akan membantu dosen dalam 
mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan serta cara mengajar. 
Di samping itu pemberian Pre-test dan Post-test dapat pula 
meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa serta 
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kesiapan pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar bisa 
meningkat. 
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EVALUASI PEMBELAJARAN 
SELAMA PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan besar 
dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia 
melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, juga 
Kemenristekdikti memberlakukan pembelajaran Online untuk 
semua jenis dan jenjang pendidikan (Fitriyani et al., 2020). 
Perubahan ini merupakan tantangan yang berat. Perubahan 
besar ini tidak pernah diduga sebelumnya, karena berpengaruh 
terhadap seluruh proses belajar mengajar (Budiman, 2021). 
Di antaranya adalah pada sumber daya manusia (SDM), 
khususnya guru/dosen (Mansyur, 2020). 

Yang kedua pelatihan terkait pembelajaran online (daring) 
(Fitriyani et al., 2020). Ketiga terkait alat-alat atau perangkat 
yang digunakan dalam daring. Keempat masalah kemampuan 
ekonomi peserta didik/mahasiswa serta keterampilan dalam 
menggunakan alat elektronika selama proses beajar mengajar 
(Yudiawan, 2020). Kelima lokasi di mana tidak semua 
wilayah terjangkau oleh internet (Priestnall et al., 2020). 
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Namun demikian yang dibahas pada bagian ini adalah sistem 
evaluasinya selama masa pandemi. 

Pengajar/Dosen

Selama pembelajaran online, tidak semua pengajar/
dosen memiliki kompetensi berkenaan dengan keterampilan 
mengoperasikan perangkat elektronik, baik handphone 
maupun laptop yang memadai. Lebih khususnya penguasaan 
Microsoft Office, khususnya Word Document, Excell dan 
Power Point. Ketiga jenis aplikasi ini sangat penting dalam 
pembelajaran online. Selain itu, dalam pembelajaran online 
juga dibutuhkan kepiawaian dalam mengperasikan aplikasi 
Webinar atau Zoominar. Oleh sebab itu solusi terbaiknya adalah 
dengan mengadakan pelatihan bagi guru/dosen. Pelatihan ini 
tentu saja membutuhkan waktu, biaya, tenaga dan fikiran. 
Faktor SDM ini sangat penting diperhatikan mengingat usia 
tenaga pengajar yang bervariasi (Kemdikbud, 2020). Ini 
juga menjadi kendala, khususnya di daerah terpencil yang 
sulit dijangkau transportasi dan sarana komunikasi dengan 
menggunakan alat elektronika.

Peserta didik/Mahasiswa

Secara umum mahasiswa/peserta didik memiliki sarana 
komunikasi dalam bentuk gadget atau laptop, terutama di 
kota-kota. Yang menjadi masalah di sini adalah mereka 
yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung 
kelancaran proses belajar mengajar online. Hal ini tentu saja 
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memberatkan. Sebagaimana kita ketahui beberapa daerah di 
Indonesia bertarap ekonomi rendah seperti provinsi Aceh, 
Nusa Tenggara Timur dan Papua. Bagi sebagian mereka yang 
kurang mampu akan sulit untuk membeli perangkat ini demi 
kelangsungan belajar mengajar putera-puterinya. Ditambah 
lagi oleh kemampuan peserta didik/mahasiswa dalam 
mengoperasikannya. Tidak semua mahasiswa menguasai 
Microsoft Office (MS Document, Excel dan Power Point) serta 
penggunaan Zoominar dan Webinar. Ketidakmampuan 
mereka ini akan berpengaruh terhadap proses belajar mengajar 
serta hasil pencapaian tujuan pembelajaran (Mansyur, 2020). 

Manajemen Kampus/Sekolah

Kampus/Sekolah perlu memiliki manajemen terkait 
pembelajaran online ini dalam bentuk Standard Operating 
Procedures (SOP) yang jelas. SOP ini menyangkut pemberian 
pelatihan kepada dosen, mahasiswa, jadwal kuliah, materi, 
sarana dan prasarana yang perlu disiapkan, operator kampus, 
system evaluasi belajar hingga penyediaan sarana dan prasarana 
(Mukminan, 2015). Kampus dituntut memiliki SDM yang 
cukup memadai dalam mendukung proses pembelajaran online 
ini (Setyowati et al., 2021). Ketiadaan tenaga operator yang 
memadai misalnya, akan berakibat besar terhadap kelancaran 
proses belajar mengajar/kuliah. Pengaturan sistem sentralisasi 
kuliah online ini sangat penting guna mengantisipasi adanya 
gangguan selama proses perkuliahan berlangsung. Misalnya 
penjadwalan kuliah, video, materi kuliah yang bisa diakses 
online, penugasan hingga evaluasi belajar. 
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Evaluasi Belajar

Sistem evaluasi belajar selama pandemi ini paling banyak 
mendapatkan sorotan. Semua guru/dosen berfikirkeras 
bagaimana memastikan bahwa tujuan hasil belajar bisa 
tercapai melalui online learning. Sebagaimana diketahui 
bahwa online learning dilakukan di tempat masing-masing 
individu, baik dosen maupun mahasiswa. Jenis perangkat, 
kualitas, kuantitas, kekuatan jaringan, kemungkinan adanya 
perbedaan waktu, kemampuan percepatan mengoperasikan 
alat, instrument evaluasi belajar, jenis soal, perlu mendapatkan 
pertimbangan (Guangul et al., 2020). Materi kuliah yang 
berisi aspek pengetahuan dan keterampilan juga tidak kalah 
pentingnya. Terlebih jika tujuan hasil belajar adalah untuk 
mengukur jenis keterampilan tertentu, maka tidak mudah 
dilakukan secara online. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian 
intensif dan kontinyu terkait evaluasi pembelajaran online 
ini. Terutama yang menyangkut instrument evaluasi pada 
kuliah dengan penekanan pada domain psikomotor di mana 
mahasiswa tidak berada di laboratorium yang memiliki 
peralatan lengkap. Manajemen kampus, dosen menghadapi 
tantangan yang cukup besar dalam pemberian evaluasi belajar. 

Selama ini yang dilakukan adalah dengan menerapkan 
pembagian peserta didik 50%-50% jika membutuhkan hadir di 
labopratorium guna uji praktik untuk jurusan-jurusan tertentu 
seperti teknik, biologi, kimia dan kesehatan. Ini dilakukan 
karena demi menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) yang harus 
diterapkan oleh lembaga pendidikan. 
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TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 

Tahapan implementasi dilakukan berdasarkan bagian-
bagian dokumen kurikulum yang dibutuhkan dalam 
implementasi penyelenggaraan program Magister OHN 
adalah sebagai berikut:
1.	 Identitas Program Studi: berisi identitas Program Studi 

meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, 
Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan 
Misi.

2.	 Evaluasi Kurikulum: menjelaskan hasil evaluasi 
pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, 
dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. 

3.	 Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 
berisi: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan 
psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.

4.	 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University 
Value.

5.	 Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang 
dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
– CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum 
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minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, 
dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada 
deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

6.	 Penetapan Bahan Kajian berisi: CPL dan/atau 
menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, 
kemudian digunakan untuk membentuk mata kuliah 
baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata 
kuliah lama atau sedang berjalan.

7.	 Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot 
SKS, menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah 
berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan 
bahan kajian, serta penetapan bobot SKS nya.

8.	 Matriks dan Peta Kurikulum: menggambarkan organisasi 
mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang 
logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran 
Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun 
dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan 
Program Studi.

9.	 Rencana Pembelajaran Semester (RPS): disusun dari 
hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap 
untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai 
perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana 
tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau 
portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

10.	 Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester 
di Luar Prodi: ini merupakan implementasi kebijakan 
“Merdeka Belajar” yang dinyatakan dalam penetapan 1). 
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Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi 
yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di 
luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.

11.	 Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum: 
rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem 
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi 
dengan pelaksanaan kurikulum. 



J
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PENUTUP

Pendidikan Occupational Health Nursing (OHN) di 
Indonesia masih merupakan hal baru. Karena itu realisasi 
program magister OHN ini masih sebatas pada wacana yang 
membutuhkan kerja keras, komitmen, waktu serta keseriusan 
berbagai pihak terkait, khususnya akademisi dan pratisi 
keperawatan. Penulis buku kurikulum ini setidaknya sudah 
berupaya untuk memulainya dengan sebauh rencana yang dai 
sudut pandang akademik sebagai fondasi berdirinya sebuah 
lembaga pendidikan occupational health nursing, yakni 
kurikulum. 

Istilah ‘Occupational Health Nursing’ digunakan karena 
ketiga-tiganya adalah sebuah istilah unik dan terpadu, yang 
jika dibahasa-Indonesiakan menyisakan beberapa istilah 
duplikasi yang bisa menjadi perdebatan. Misalnya Keperawatan 
Kesehatan Kerja, Keperawatan Okupasi atau Keperawatan 
Industri. Kata ‘kerja’ dalam Bahasa Inggris bisa dimaknai 
dengan ‘work, job, occupation’. Maka dari itu, penulis merujuk 
kepada penggunaan istilah universal, baku dan sudah diakui 
secara global, termasuk gelar akademiknya, sebagaimana 
istilah Master of Public Health (MPH) yang digunakan oleh 



Dr. Isak JH Tukayo, M.Sc., dkk      111

Universitas Gajah Mada. Kami mengusulkan gelar yang sama 
untuk pendidikan spesialisasi ini, yakni Master of Occupational 
Health Nursing (MOHN). 

Ide penyusunan buku ini selain dimulai dari proposal 
penelitian, diikuti dengan penyelenggaraan Webinar OHN 
Juli 2021 lalu, kemudian masukan tiga pakar, masing-masing 
bidang Kurikulum dari UMM, akademisi Occupational Health 
dari UGM dan praktisi OH dari Qatar. Penyusunannya juga 
didasari oleh landasan filosofis, sosiologis, profesi serta yuridis. 
Komponen yang disarakan oleh para pakar sebagai masukan 
sebagai inti kurikulum ini berupa Capaian Pembelajaran 
Lulusan, Standard Kompetensi Lulusan, Struktur Kurikulum 
dan Sebaran Mata Kuliah, Pembelajaran Semester, serta 
Evaluasi. Sedangkan secara teknis materi pembelajaran 
merujuk kepada standard Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
didukung oleh mata kuliah yang diberikan di beberapa kampus 
yang menyelenggarakan program K3 termasuk Universitas 
Gajah Mada-Yogayakarta. 

Bagaimanapun, buku ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Tantangan terbesarnya berupa implementasinya 
yang penulis belum memiliki agenda konkrit kapan akan 
dimulai. Paling tidak buku ini bisa digunakan sebagai acuan 
awal, mengingat kita sudah memiliki SDM, sarana serta 
prasarana guna mendukung implementasi programnya. 

Do’akan semoga berhasil. 
Jayapura, 27 Desember 2021
Isak JH Tukayo dan Tim
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GLOSARIUM

Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari 
disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari 
oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh 
mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan 
pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti 
oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik 
di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang 
terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran 
mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di 
satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, 
kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, 
membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku 
Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2020).

Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat 
berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan 
praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 
lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; 
dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14). 
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Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh 
melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, 
kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres 
No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia).

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
senimelalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepadamasyarakat.

Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses 
menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang 
terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).

Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau 
serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, 
kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar 
untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal 
dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai 
dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan 
(evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: 
Foundations, Principles, and Issues, 2004).

Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur 
yangmengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau 
kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Keperawatan suatu bentuk pelayanan profesional yang 
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang 
didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan 
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kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, 
baik sehat maupun sakit.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu 
program yang dikemas untuk pekerja maupun pengusaha 
dan perusahaan sebagai upaya memaksimalkan produksi 
dengan cara mencegah timbulnya kecelakaan serta 
penyakit akibat kerja

Kriteria Penilaian (assessment criteria) adalah patokan 
yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian 
pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-
indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian 
merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten 
dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif 
ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi 
(Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi).

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap 
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi 
yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, 
akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
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Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana 
dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat 
mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): Agama; Pancasila; 
Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia. 

Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, 
menganalisis, menggunakan data dan informasi (big 
data) di dunia digital.

Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humanities, 
komunikasi, dan desain.

Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, 
dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan 
engineering principle).

Magister Keperawatan merupakan program pendidikan 
akademik pasca sarjana yang bertujuan menghasilkan 
magister yang memiliki kemampuan sebagai berikut: 
a. Mengembangkan dan memutakhirkan Iptek dengan 
menguasai dan memahami, pendekatan, metode, 
kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya; b. 
Memecahkan permasalahan di bidang keperawatan 
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 
berdasarkan kaidah ilmiah; dan c. Mengembangkan 
kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan 
ketajaman analisis permasalahan, ketercakupan tinjauan, 
kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa. 

Manajemen adalah proses pengaturan dan pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama 
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para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien. 

Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah salah satu 
jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang 
sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs 
yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang 
untuk belajar secara mandiri (self-directed learning/self-
paced learning).

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan 
dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi 
(sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang 
dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk 
dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki 
bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). 

Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, 
konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, 
dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, 
berpikir kritis, berkomunikasi, dan lainlain), dan nilai-
nilai (Hyman, 1973:4).

Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan 
untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan 
menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya 
pembelajaran termasuk media pembelajaran (a way in 
achieving something) (Joyce & Weil, 1980). 

Occupational Health Nursing (OHN) adalah salah satu 
cabang spesialisasi ilmu keperawatan di bidang industri. 
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Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan 
profesional yang merupakan bagian integral dari 
pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan 
kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, 
kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. 

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan 
dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang 
memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis 
antara keunggulan pembelajaran tatap muka (face to face) 
dan daring (online).

Pendidikan Keperawatan adalah manajemen yang 
dipraktikan dalam dunia pendidikan keperawatan dengan 
spesifikasi dan ciri-ciri yang ada dalam pendidikan 
keperawatan. Manajemen pendidikan keperawaan ini 
pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang terdiri 
dari perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan dan 
pengawasan yang terkait dengan pendidikan keperawatan 
dengan menggunakan enam unsur pokok (6 M) yakni: 
men, materials, machines, methods, money dan market. 

Pendidikan Spesialis Keperawatan adalah Program 
spesialis keperawatan diarahkan pada hasil lulusan yang 
memiliki kemampuan sebagai berikut: Mengembangkan 
dan memutakhirkan Iptek dengan menguasai dan 
memahami, b.pendekatan, metode, kaidah ilmiah 
disertai keterampilan penerapannya; c. Memecahkan 
permasalahan di bidang keperawatan melalui kegiatan 
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penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; 
dan d. Mengembangkan kinerja profesionalnya yang 
ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, 
ketercakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah 
atau profesi yang serupa. 

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 
program sarjana, program magister, program doktor, 
dan program profesi, serta program spesialis, yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa Indonesia. 

Pengalaman Belajar (learning experience) adalah aktivitas 
belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi 
eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 
1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi 
pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat 
digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & 
Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan. 

Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, 
mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk 
mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan 
(CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian 
wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan 
rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan 
jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu 
menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam 
superteam yang dipilihnya.
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Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi 
keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri 
yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan 
oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu 
setelah menyelesaikan studinya.

Program Educational Objective (PEO) merupakan pernyataan 
umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan 
dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO 
didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan 
masa depan.

Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 
vokasi. 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah 
adalah rencana proses pembelajaran yang disusun 
untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester 
guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang 
dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran 
semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan 
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok 
keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi dalam program studi. 
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Revolusi Industri adalah periode industrialisasi besar-
besaran yang terjadi selama akhir tahun 1700-an hingga 
awal tahun 1800-an, dimulai dari Britania Raya kemudian 
menyebar ke seluruh dunia. 

Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management 
System/ LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan 
untuk melakukan proses pembelajaran dengan 
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis 
atas komponen-komponen pembelajaran dengan 
memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas 
adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu 
dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah 
memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik 
untuk membangun pengetahuannya secara mandiri 
dan terarah, serta memberikan peran penting dosen 
sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator 
pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria 
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran 
Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 
5 (1).

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 
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Tujuan Pendidikan kita adalah mempersiapkan manusia 
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, 
kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 
pada kehidupan berasyarakat, berbangsa bernegara dan 
berperadaban dunia
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LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a.	 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial;

b.	 bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang;
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c.	 bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu 
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global 
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan 
secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d.	 bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu 
diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan 
amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

e.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN 

NASIONAL
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.	 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.

2.	 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap 
terhadap tuntutan perubahan zaman.

3.	 Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan 
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4.	 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu.

5.	 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan.
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6.	 Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan.

7.	 Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik 
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses 
pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8.	 Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan.

9.	 Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10.	 Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan.

11.	 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12.	 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang.

13.	 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 
dan lingkungan.
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14.	 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan 
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut.

15.	 Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta 
didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya 
menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi 
komunikasi, informasi, dan media lain.

16.	 Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan 
pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, 
aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan 
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17.	 Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal 
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18.	 Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 
harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung 
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

19.	 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu.
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20.	 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar.

21.	 Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, 
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan.

22.	 Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program 
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan.

23.	 Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang 
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang 
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, 
dan prasarana.

24.	 Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli 
pendidikan.

25.	 Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas 
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26.	 Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang 
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
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27.	 Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan 
dalam bidang pendidikan.

28.	 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29.	 Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30.	 Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam 

bidang pendidikan nasional.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.
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BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4
(1)	 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa.

(2)	 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 
sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3)	 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 
pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 
berlangsung sepanjang hayat.

(4)	 Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5)	 Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 
budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap 
warga masyarakat.

(6)	 Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 
semua komponen masyarakat melalui peran serta 
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan.
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BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG 

TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5
(1)	 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2)	 Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus.

(3)	 Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta 
masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 
pendidikan layanan khusus.

(4)	 Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5)	 Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6
(1)	 Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2)	 Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap 

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7
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(1)	 Orang tua berhak berperan serta dalam memilih 
satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang 
perkembangan pendidikan anaknya.

(2)	 Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 
memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber 
daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, 
membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 11
(1)	 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 
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pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 
diskriminasi.

(2)	 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin 
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi 
setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 
lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK
Pasal 12

(1)	 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan 
berhak:
a.	 mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
yang seagama;

b.	 mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 
bakat, minat, dan kemampuannya;

c.	 mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi 
yang orang tuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannya;

d.	 mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka 
yang orang tuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannya;

e.	 pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 
pendidikan lain yang setara;

f.	 menyelesaikan program pendidikan sesuai 
dengan kecepatan belajar masingmasing dan tidak 
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menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan.

(2)	 Setiap peserta didik berkewajiban:
a.	 menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
b.	 ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, 

kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari 
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(3)	 Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)	 Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13
(1)	 Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi 
dan memperkaya.
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(2)	 Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap 
muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15
Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, 
akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan 
dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua 
Pendidikan Dasar Pasal 17

(1)	 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2)	 Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan 
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 
serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 
tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
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(3)	 Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga 
Pendidikan Menengah 

Pasal 18
(1)	 Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasar.
(2)	 Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3)	 Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah 

atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah 
kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), 
atau bentuk lain yang sederajat.

(4)	 Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat 
Pendidikan Tinggi Pasal 19

(1)	 Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan 
setelah pendidikan menengah yang mencakup program 
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 
doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

(2)	 Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.
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Pasal 20
(1)	 Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, 

sekolah tinggi, institut, atau universitas.
(2)	 Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.

(3)	 Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program 
akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4)	 Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21
(1)	 Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian 

dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program 
pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, 
profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan 
yang diselenggarakannya.

(2)	 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan 
yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar 
akademik, profesi, atau vokasi.

(3)	 Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan 
oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan 
berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4)	 Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan 
perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan 
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singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang 
bersangkutan.

(5)	 Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi 
persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan 
tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa 
penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6)	 Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan 
oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang 
bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dinyatakan tidak sah.

(7)	 Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah.

Pasal 22
Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki 

program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan 
(doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak 
memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa 
yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23
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(1)	 Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat 
diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(2)	 Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan 
selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai 
pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24
(1)	 Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku 
kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik 
serta otonomi keilmuan.

(2)	 Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola 
sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan 
pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

(3)	 Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari 
masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan 
prinsip akuntabilitas publik.

(4)	 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25
(1)	 Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan 

untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
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(2)	 Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan 
untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi 
terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3)	 Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan 
pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima 
Pendidikan Nonformal Pasal 26

(1)	 Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat.

(2)	 Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan 
potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 
serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3)	 Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan 
hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 
pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 
pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik.
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(4)	 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan 
belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan 
pendidikan yang sejenis.

(5)	 Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat 
yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, 
kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/
atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6)	 Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan 
hasil program pendidikan formal setelah melalui proses 
penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu 
pada standar nasional pendidikan.

(7)	 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan 
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam 
Pendidikan Informal 

Pasal 27
(1)	 Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 
secara mandiri.

(2)	 Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal 
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setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar 
nasional pendidikan.

(3)	 Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan 
informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28

(1)	 Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum 
jenjang pendidikan dasar.

(2)	 Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 
jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3)	 Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 
berbentuk taman kanakkanak (TK), raudatul athfal (RA), 
atau bentuk lain yang sederajat.

(4)	 Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman 
penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5)	 Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal 
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang 
diselenggarakan oleh lingkungan.

(6)	 Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.
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Bagian Kedelapan 
Pendidikan Kedinasan 

Pasal 29
(1)	 Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi 

yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga 
pemerintah nondepartemen.

(2)	 Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas 
kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu 
departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3)	 Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal dan nonformal.

(4)	 Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan 
Pendidikan Keagamaan 

Pasal 30
(1)	 Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)	 Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 
didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama.
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(3)	 Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur 
pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4)	 Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, 
pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain 
yang sejenis.

(5)	 Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh 
Pendidikan Jarak Jauh 

Pasal 31
(1)	 Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan.
(2)	 Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak 
dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau 
reguler.

(3)	 Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai 
bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana 
dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin 
mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4)	 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak 
jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Kesebelas
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32
(1)	 Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa.

(2)	 Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan 
bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, 
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami 
bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi 
ekonomi.

(3)	 Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan 
pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.

BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33
(1)	 Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa 

pengantar dalam pendidikan nasional.
(2)	 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 

dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam 
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penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan 
tertentu.

(3)	 Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 
pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung 
kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 34
(1)	 Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti 

program wajib belajar.
(2)	 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 
pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)	 Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4)	 Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35
(1)	 Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 
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dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 
pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana 
dan berkala.

(2)	 Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan 
pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana 
dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3)	 Pengembangan standar nasional pendidikan serta 
pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara 
nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, 
penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4)	 Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.1

BAB X
KURIKULUM

Pasal 36
(1)	 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional.

(2)	 Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan 
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3)	 Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan memperhatikan:
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a.	 peningkatan iman dan takwa;
b.	 peningkatan akhlak mulia;
c.	 peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta 

didik;
d.	 keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e.	 tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f.	 tuntutan dunia kerja;
g.	 perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni;
h.	 agama;
i.	 dinamika perkembangan global; dan
j.	 persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4)	 Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Pasal 37

(1)	 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 
memuat:
a.	 pendidikan agama;
b.	 pendidikan kewarganegaraan;
c.	 bahasa;
d.	 matematika;
e.	 ilmu pengetahuan alam;
f.	 ilmu pengetahuan sosial;
g.	 seni dan budaya;
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h.	 pendidikan jasmani dan olahraga;
i.	 keterampilan/kejuruan; dan
j.	 muatan lokal.

(2)	 Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a.	 pendidikan agama;
b.	 pendidikan kewarganegaraan; dan
c.	 bahasa.

(3)	 Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah.

Pasal 38
(1)	 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar 

dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)	 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap 
kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/
madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas 
pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/
kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 
pendidikan menengah.

(3)	 Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh 
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu 
pada standar nasional pendidikan untuk setiap program 
studi.
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(4)	 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi 
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk 
setiap program studi.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39
(1)	 Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, 
dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan 
pada satuan pendidikan.

(2)	 Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 
pada perguruan tinggi.

Pasal 40
(1)	 Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a.	 penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 
pantas dan memadai;

b.	 penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c.	 pembinaan karier sesuai dengan tuntutan 

pengembangan kualitas;
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d.	 perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan 
hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e.	 kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, 
dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas.

(2)	 Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a.	 menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b.	 mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan; dan
c.	 memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 
yang diberikan kepadanya.

Pasal 41
(1)	 Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara 

lintas daerah.
(2)	 Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik 

dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang 
mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan 
pendidikan formal. Pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik 
dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk 
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(3)	 Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Pasal 42
(1)	 Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan 

sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)	 Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang 
pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh 
perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3)	 Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43
(1)	 Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang 
pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja 
dalam bidang pendidikan.

(2)	 Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan 
tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 
kependidikan yang terakreditasi.

(3)	 Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan 
sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.
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Pasal 44
(1)	 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina 

dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah.

(2)	 Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban 
membina dan mengembangkan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3)	 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu 
pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan 
oleh masyarakat.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45
(1)	 Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 
keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2)	 Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana 
pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. 
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BAB XIII
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu 
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46
(1)	 Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 

antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2)	 Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

(3)	 Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan 

Pasal 47
(1)	 Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan 

prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
(2)	 Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)	 Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48
(1)	 Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2)	 Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49
(1)	 Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 
sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2)	 Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah 
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN).

(3)	 Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
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(4)	 Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah 
daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)	 Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu 
Umum Pasal 50

(1)	 Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan 
tanggung jawab menteri.

(2)	 Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar 
nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan 
nasional.

(3)	 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggara
kan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada 
semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4)	 Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga 
kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan 
pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah.
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(5)	 Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang 
berbasis keunggulan lokal.

(6)	 Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki 
otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7)	 Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah.

Pasal 51
(1)	 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2)	 Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan 
berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan 
mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3)	 Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52
(1)	 Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
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(2)	 Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan 
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53
(1)	 Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang 

didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk 
badan hukum pendidikan.

(2)	 Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan 
kepada peserta didik.

(3)	 Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana 
secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4)	 Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur 
dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum Pasal 54

(1)	 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 
serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 
profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam 
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penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan.

(2)	 Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, 
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3)	 Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua 
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55
(1)	 Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan 

berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan 
nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 
sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2)	 Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat 
mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan 
evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya 
sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)	 Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat 
dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain 
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4)	 Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat 
memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber 
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daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/
atau pemerintah daerah.

(5)	 Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 

Pasal 56
(1)	 Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan 
evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 
dan komite sekolah/madrasah.

(2)	 Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk 
dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan 
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan 
hirarkis.

(3)	 Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, 
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan 
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4)	 Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan 
dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu 
Evaluasi 
Pasal 57

(1)	 Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 
pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan.

(2)	 Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan 
program pendidikan pada jalur formal dan nonformal 
untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58
(1)	 Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik 

untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 
belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2)	 Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program 
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara 
berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk 
menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
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Pasal 59
(1)	 Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi 

terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan.

(2)	 Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk 
lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3)	 Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah.

Bagian Kedua 
Akreditasi Pasal 60

(1)	 Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan.

(2)	 Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan 
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri 
yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3)	 Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat 
terbuka.

(4)	 Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.
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Bagian Ketiga 
Sertifikasi Pasal 61

(1)	 Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2)	 Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan 

terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu 
jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3)	 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara 
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik 
dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap 
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah 
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan 
pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4)	 Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62
(1)	 Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang 

didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau 
pemerintah daerah.

(2)	 Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi 
pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan 
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, 
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pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, 
serta manajemen dan proses pendidikan.

(3)	 Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau 
mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)	 Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63
Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan 

oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain 
menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH 

LEMBAGA NEGARA LAIN
Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan 
negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan 
ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas 
persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65
(1)	 Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang 

diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan 
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di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	 Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar 
dan menengah wajib memberikan pendidikan agama 
dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara 
Indonesia.

(3)	 Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama 
dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga 
pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4)	 Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem 
pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)	 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.

BAB XIX 
PENGAWASAN

Pasal 66
(1)	 Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan 

komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan 
jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-
masing.
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(2)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
publik.

(3)	 Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
pemerintah.

BAB XX 
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67
(1)	 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan 

yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 
akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

(2)	 Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan 
ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih 
beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3)	 Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan 
guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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(4)	 Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68
(1)	 Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, 

sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau 
vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi 
persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)	 Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat 
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang 
diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi 
persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)	 Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang 
tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima 
dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4)	 Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan 
sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat 
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(1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69
(1)	 Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat 

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi 
yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)	 Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan 
ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang 
terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk 

mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).

Pasal 71
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa 

izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72
Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang 
ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai 
dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan 
hukum pendidikan.

Pasal 73
Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin 
paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal 
yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan 
belum memiliki izin.

Pasal 74
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang 
ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 
belum diganti berdasarkan undang-undang ini.
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BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
untuk melaksanakan undangundang ini harus diselesaikan 
paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-
undang ini.

Pasal 76
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-
Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan 
dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo
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TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No.4301

PENDIDIKAN.
Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. 

Pemerintah. Pemerintah Daerah.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I.	 UMUM
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara 
berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 
Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara 
Indonesia.
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Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut 
diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, 
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan 
pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan 
dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan 
manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan 
dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan 
baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem 
pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan 
sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, 
yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan 
potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan 
yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar 
kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah 
menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar 
kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan 
tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan 
pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-
prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen 
pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; 
serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan 
multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi 
penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola 
pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta 
pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan 
umum.
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Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk 
memperbaharui visi, misi, dan
strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan 
nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan 
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 
memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 
menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional 
mempunyai misi sebagai berikut:
1.	 Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh 
rakyat Indonesia;

2.	 Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi 
anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir 
hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3.	 Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 
kepribadian yang bermoral;

4.	 Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas 
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu 
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 
berdasarkan standar nasional dan global; dan

5.	 Memberdayakan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip 
otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
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Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.
Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi 
tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam 
undang-undang ini meliputi :
1.	 Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2.	 Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi;
3.	 Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4.	 Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang 

memberdayakan;
5.	 Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga 

kependidikan;
6.	 Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7.	 Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip 

pemerataan dan berkeadilan;
8.	 Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9.	 Pelaksanaan wajib belajar;
10.	 Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
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11.	 Pemberdayaan peran masyarakat;
12.	 Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13.	 Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan 

nasional.
Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan 
melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan 
pendidikan.
Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 
2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu 
diperbaharui dan diganti.

Pasal DEMI Pasal 

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
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Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang 
diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu 
penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan 
(multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar 
sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan 
pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu 
dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak 
jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang 
diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, 
pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta 
berbagai kecakapan hidup.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6)
Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti 
pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat 
dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling 
melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
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Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) huruf a
Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta 
didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).
Ayat (1) huruf b
Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, 
minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau 
disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 
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dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 41 ayat (3).
Ayat (1) huruf c Cukup jelas
Ayat (1) huruf d Cukup jelas
Ayat (1) huruf e Cukup jelas
Ayat (1) huruf f Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan 
menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang 
diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi.
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 
bidang tertentu.
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program 
sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada 
penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
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Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah 
program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk 
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang 
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan 
dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan 
program sarjana.
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, 
menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik 
untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli 
ilmu agama.
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan 
untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 
memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara 
inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 
pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program 
seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah 
program seperti Paket B.
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Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program 
seperti Paket C.
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu 
cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni tertentu.
Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 
sejumlah bidang pengetahuan khusus.
Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan 
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan 
profesi.
Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi 
syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/
atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, 
dan doktor.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
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Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen 
yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan 
yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, 
kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk 
bekerja atau usaha mandiri.
Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diseleng
garakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, 
seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/ke
pramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, ke
pemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan 
untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, 
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SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, 
paket B, dan paket C.
Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan 
pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5)
Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan 
berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, 
standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan 
serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan 
pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi 
yang bertaraf nasional dan internasional.
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak 
lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan 
prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
Ayat (2) Cukup jelas
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Ayat (3)
Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan 
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai 
dengan tahap perkembangan peserta didik.
Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan 
keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan 
dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan 
potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan 
tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau 
berbasis jaringan komputer.
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Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup 
pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap 
muka (dual mode).
Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program 
pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau 
program pendidikan berbasis bidang studi.
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di 
suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya 
dalam wilayah yang bersangkutan.
Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun 
pertama dan kedua sekolah dasar.
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
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Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang 
kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 
oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan 
pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun 
mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang 
belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi 
dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk 
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi.
Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan 
untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, 
keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu 
pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan 
propinsi.
Ayat (4) Cukup jelas
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Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksud
kan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan 
pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi 
yang ada di daerah.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta 
didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mem
bentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air.
Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa 
daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:
1.	 Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2.	 Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3.	 Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa 

internasional yang sangat penting kegunaannya dalam 
pergaulan global.
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Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, 
dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan 
kemampuan berpikir peserta didik.
Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, 
biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta 
didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.
Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, 
sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan 
untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan 
kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 
masyarakat.
Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk 
karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup 
menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.
Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan 
untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani 
dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.
Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk 
peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.
Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk 
pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 38
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Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, 
penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, 
pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1) huruf a
Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai 
adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru 
sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup 
minimum (KHM).
Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang 
pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan 
jaminan hari tua.
huruf b Cukup jelas
huruf c Cukup jelas
huruf d Cukup jelas
huruf e Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
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Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana 
pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan 
yang berlaku.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang 
kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, 
serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan 
pendidikan.
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi 
minimum pendidik yang merupakan bagian dari program 
pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah.
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas
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Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan 
sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup 
antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, 
pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, 
keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan 
lain-lain penerimaan yang sah.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara 
bertahap.
Ayat (2) Cukup jelas



Dr. Isak JH Tukayo, M.Sc., dkk      193

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah 
kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri 
lembaganya.
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/
madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan 
pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/
madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah 
dalam mengelola kegiatan pendidikan.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
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Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan 
hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, 
antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat 
tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas
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Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain 
mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi 
asing, dan tenaga kerja.
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Ayat (2)
Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 
12 ayat (1) huruf a.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4)
Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem 
penilaian, dan penjenjangan pendidikan.
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara 
lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
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Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas
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